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KATA PENGANTAR

Bismillahhirrahmaanirrahiim
Assalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat karunia-Nya,
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB berhasil menyusun Dokumen Perubahan
Rencana Strategis Tahun 2019-2023.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB tahun
2019-2023 dalam rangka menyesuaikan target dan indikator berdasarkan Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2023 akibat dampak pandemi Covid-19 di
Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tersusunnya Dokumen Perubahan Rencana Strategis ini diharapkan dapat memberikan
arah, tujuan dan sasaran pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian selama periode
tahun 2019-2023.

Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Perubahan Renstra
Tahun 2019-2023 ini sehingga saran dan masukan masih kami perlukan demi kesempurnaan di

waktu yang akan datang

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mataram, Mei 2021

Kepala Dinas
‘ AH TFerLaga Kerja Dan Transmigrasi

yms:.wusa Tenggara Barat

\ Sl / Pembma Utama Muda
NIP. 19670320 198903 1 013
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Pembangunan daerah merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan saling terkait
dengan berbagai sektor dimana perlu dilakukan perencanaan yang tersetruktur, terencana
dan saling terkait dari tingkat nasional atau pusat sampai dengan level terkecil atau
kabupaten/kota. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Pasal 264 ayat 5) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tatacara
Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Pasal 342), mengamanatkan bahwa Pemerintah
Daerah wajib menyusun strategi pembangunan dimana Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Disamping
itu Peraturan tersebut memberikan kelonggaran untuk dapat melakukan perubahan
terhadap dokumen RPJMD sebagai upaya untuk melakukan penyesuaian terhadap
berbagai perubahan situasi dan kondisi yang terjadi. Begitu halnya dengan Rencana
Strategis masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang harus
berkesinambungan dengan RPJMD agar visi misi kepala daerah dapat diwujudkan sesuai
dengan target perencanaan. Dimana tujuan dari pembangunan itu sendiri akan bermuara

pada peningkatan kesejahteraan masyarakat NTB.

Sesuai dengan Peraturan Daerah NTB Nomor 11 Tahun 2016, tentang pembentukan dan
susunan perangkat daerah provinsi NTB. Dimana Disnakertrans NTB merupakan Dinas
Daerah dengan tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga
Kerja dan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi. Dalam meningkatkan jangkauan
pelayanan kepada masyarakat, Disnakertrans NTB memiliki Unit Pelaksana Teknis
Daerah antara lain UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri, UPTD Balai

Pengawas Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok, dan UPTD Balai Pengawas

Revisi Renstra Tahun 2019-2023 1
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Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Sumbawa.

Potensi pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi NTB sangat tinggi tidak hanya dilihat
dari penyerapan tenaga kerja pada sektor formal tetapi juga pada sektor informal seperti
pada bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan. Mengingat secara demografis provinsi
NTB terbagi menjadi Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dimana masing-masing wilayah
memiliki potensi dan karakteristik tersendiri yang perlu didalami lebih jauh mengenai
kondisi ketenagakerjaannya. Akan tetapi, masih banyak permasalahan-permasalahan yang
perlu segera ditangani bukan saja masalah ketenagakerjan tetapi juga ketransmigrasian.
Dimana permasalahan-permasalahan tersebut juga sangat kompleks yang terutamanya
terkait langsung dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, kesempatan Kkerja,
pengembangan usaha, kesenjangan pembangunan antar wilayah, pemanfaatan sumber
daya alam secara berkelanjutan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Kondisi
ketenagakerjaan baik menyangkut tingkat pengangguran dan penduduk yang bekerja tidak
terlepas dari kinerja sektor-sektor perekonomian yang ada. Selain itu, besarnya dampak
dari pandemi covid-19 ini semakin meluas, mulai dari tenaga kerja yang dirumahkan
hingga di PHK, perusahaan dan UMKM sebagai penggerak roda ekonomi di NTB tidak

mampu beroperasi sebagaimana biasanya.

Penyusunan perubahan renstra Disnakertrans NTB ini penting dilakukan sebagai upaya

penyesuaian langkah-langkah pencapaian tujuan sasaran RPJMD dan sebagai tindak

lanjut dalam menyikapi perkembangan tuntutan kebutuhan masyarakat yang sangat
dinamis. Ada beberapa hal yang lain yang menjadi pertimbangan kebutuhan revisi renstra
ini antara lain:

1. Ditetapkannya Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law dimana salah satu
sektor yang terdampak adalah sektor ketenagakerjaan sehingga perlu ada peraturan
dan kebijakan turunan yang mengakomodir pelaksanaan dari ketentuan undang-
undang tersebut.

2. Terjadinya wabah Pandemi COVID-19 yang berdampak langsung kepada perubahan

aktivitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat

Revisi Renstra Tahun 2019-2023 2
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1.2.

3.

4.

Perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Adanya perubahan RPJMD Provinsi NTB sebagai turunan dari Perubahan kebijakan
pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun
2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-
2024

Dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 44 tahun 2020 tentang Perubahan
Kelima atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan,
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Dinas pada Dinas-dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada
Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dimana ada perubahan
nomenkelatur dan fungsi dari UPTD BLK NTB untuk menjadi UPTD BLK Dalam
dan Luar Negeri. Hal ini mengharuskan BLKDLN untuk melaksanakan pelayanan

masyarakat bukan hanya untuk pelatihan dalam negeri tetapi juga luar negeri.

Landasan Hukum
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Nusa Tenggara Barat mengacu pada landasan hukum sebagai berikut :

1.

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat | Bali,
Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
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6.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor
1 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Tahun 2018 — 2019

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis
Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
2005-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2009-2029;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peaturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana
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Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
2019-2023;

16. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Panduan Teknis Pengurusutamaan Gender di Provinsi Nusa Tenggara Barat;

17. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat;

18. Peraturan Gubernur Nomor 44 tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada
Dinas-dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Barat;

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan
1.3.1. Maksud
Revisi Renstra tahun 2019-2023 disusun dengan maksud sebagai berikut :
a) Sebagai penyesuaian terhadap revisi RPJIMD Provinsi NTB tahun 2019-2023
b) Menyikapi perubahan kebutuhan masyarakat yang dinamis
c) Menindak lanjuti perubahan peraturan-peraturan terkait dengan perubahan
perencanaan pembangunan dan struktur organisasi Dinas Daerah
d) Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Prov. NTB dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan sasaran
dan target capaian pembangunan yang sudah direvisi.
1.3.2. Tujuan
Revisi Renstra dilakukan oleh DIsnakertrans dengan tujuan antara lain:
a) Sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja
(Renja) Perangkat Daerah.
b) Sebagai evaluasi kinerja perangkat daerah selama 5 (lima) tahun periode
renstra.
c) Mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB didalam

melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan

Revisi Renstra Tahun 2019-2023 5
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1.4.

pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, serta dapat meningkatkan

Kinerjanya.

Sistematika Penulisan

Bab I.

Bab II.

Bab I11.

Bab IV.

Bab V.

Bab VI.

Bab VII.

Bab VIII.

Pendahuluan memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan

penyusunan Rencana Strategis serta sistematika penulisan.

Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah memuat Tugas, fungsi dan struktur
organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, Kinerja pelayanan
perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan

perangkat daerah.

Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah memuat Identifikasi
permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah,
telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih,
telaahan renstra k/l dan renstra provinsi/kabupaten/kota, dan penentuan isu-isu

strategis.

Tujuan dan sasaran memuat Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat
daerah, Hubungan tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan tujuan dan
sasaran RPJMD

Strategi dan Arah Kebijakan memuat Rumusan pernyataan strategi dan arah
kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun

Rencana Program dan Kegiatan memuat Rencana program dan kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

Kinerja Penyelenggaraan bidang Urusan memuat ndikator Kinerja perangkat
daerah yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai perangkat
daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Penutup

Revisi Renstra Tahun 2019-2023 6
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BAB I

GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

2.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi Disnakertrans Prov. NTB
2.1.1. Tugas
Adapun tugas dari masing-masing unit kerja di Disnakertrans Prov. NTB adalah sebagai

berikut:

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan

administrasi yang meliputi penghimpunan dan penganalisaan data dalam rangka

penyusunan program/ kerja dan pelaporan, ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan,

perlengkapan dan pemeliharaan kantor.

1.
2.

© © N o 0o bk~ o

10.
11.
12.
13.

14.

menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program dan Pelaporan;
memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan, program dan pelaporan;
menghimpun dan menganalisa data dalam rangka program dan pelaporan;
melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan pelaporan;
menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Pelaporan;
penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);

penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);

penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen
Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT);

penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;

penyusunan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional
dan Prosedur (SOP);

pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SP1);

Revisi Renstra Tahun 2019-2023 7
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15.

16.
17.

18.
19.
20.

21.
22.
23.

24.
25.

26.

217.

28.
29.

30.
31.
32.
33.

34.
35.

pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan
pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki
kualitas layanan;

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP);

penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik
secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;

menyusun LPPD dan LKPJ;

menyusun profil ketenagakerjaan dan profil UPT Bina;

menyusun laporan pelaksanaan bulanan dan tahunan, laporan evaluasi RPIMD, laporan
Renja SKPD, laporan PPID dan laporan daftar informasi publik (DIP);

menyusun perencanaan tenaga kerja daerah (PTKD);

menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;

memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

mengumpulkan/mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan;
menyiapkan bahan usulan dan pemberhentian pemimpin kegiatan, kuasa pimpinan
kegiatan, bendaharawan dan atasan langsungnya;

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja
Dinas;

menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan
perbendaharaan;

mencatat dan mengklarifikasi laporan hasil pemeriksaan serta penyiapan tindak lanjut;
melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan
Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

melaksanakan penatausahaan keuangan;

melaksanakan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;

melaksanakan dan penatausahaan barang milik daerah;

melaksanakan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan
digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

m.menyusun dan penyampaian laporan penggunaan anggaran;

menyusun dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan akhir tahun;

Revisi Renstra Tahun 2019-2023 8



(,,g\ Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
%4 Provinsi NTB

36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.
44,
45.
46.

47.

menyusun administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai;

menerima, pengadministrasian dan penyetoran penerimaan daerah;

menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan;dan

menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

melaksanakan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;

melaksanakan administrasi kepegawaian;

melaksanakan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;

melaksanakan urusan rumah tangga;

melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan;dan

Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja

Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja mempunyai tugas menyusun menyediakan

informasi pasar kerja, melakukan penempatan dan perlindungan tenaga kerja, pembinaan

terhadap lembaga penempatan tenaga kerja, pengendalian tenaga kerja asing dan

pengembangan / perluasan kesempatan kerja sistim padat karya, teknologi tepatguna dan

perluasan kesempatan kerja sektor informal

1.

2
3
4.
5

melakukan bimbingan bura kerja on line (BKOL) ke Kab/kota;

melakukan analis jabatan;

melakukan kegiatan pamewran bursa kerja (Job fair);

menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan;dan

menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan
Pembinaan Tenaga Kerja Asing;

memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menyusun sistim pedoman pelayanan penempatan tenaga kerja;
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10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.

21.

membuat MOU peluang kerja dalam dan luar negeri (AKSUS, AKL, AKAD dan
AKAN);

melakukan penempatan tenaga kerja pada peluang kerja : Angkatan Kerja Khusus
(AKSUS / Disabilitas), Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)
dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);

melakukan pembinaan terhadap lembaga penempatan tenaga kerja (LPTKS maupun
PPTKIS);

melakukan pelayanan perpanjangan izin operasional terhadap (LPTKS/PPTKIS);
memberikan pelayanan pengaduan masyarakat tentang perlindungan tenaga kerja;
melakukan perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
melakukan perpanjangan izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);

menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan

menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Perluasan Kesempatan Kerja;
memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menyiapakan bahan dan materi pembinaan pengembangan dan perluasan kesempatan
kerja;

melakukan pembentukan dan pembinaan wirausaha baru;

mengembangkan usaha mandiri, sistim padat karya (padat karya produktif dan padat
karya infrastruktur, terapan teknologi tepat guna (TTG)

melakukan kegiatan bimbingan teknis peningkatan kapasitas perluasan kesempatan
kerja (bimbingan teknis pemandu wirausaha, pemandu lapangan padat karya dan

pemandu lapangan terapan TTG);

Bidang Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Bidang Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas menyusun perumusan

kebijaksanaan pembinaan pelatihan, Instruktur dan tenaga kepelatihan kelembagaan

pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja

1.

menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan Instruktur dan

Kelembagaan;
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O N o O

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

V.

memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menyusun bahan pembinaan Instruktur, tenaga kepelatihan, kelembagaan pelatihan,
akreditasi dan sarana prasarana;

melaksanakan pembinaan dan pengawasan Instruktur, tenaga kepelatihan,
kelembagaan pelatihan dan sarana prasarana;

melaksanakan pembinaan akreditasi dan sertifikasi lembaga pelatihan;

menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan

menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Pemagangan;

memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menyusun bahan pembinaan pemagangan tenaga kerja;

melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis pemagangan tenaga kerja;

melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemagangan;

menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan Pelatihan dan
Produktivitas Tenaga Kerja;

memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menyusun bahan pembinaan pelatihan, uji kompetensi sertifikasi dan peningkatan
produktivitas tenaga kerja;

menyiapkan bahan pembinaan pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi dan peningkatan
produktivitas tenaga kerja;

melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan, uji kompetensi,

sertifikasi dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;

Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai

tugas penyusunan dan penetapan pedoman tentang kebijakan hubungan indutrial,

pembinaan hubungan kerja, syarat-syarat kerja, perjanjian kerja, pengupahan, jaminan

sosial, penyelesaian perselisinan serta pengembangan sarana hubungan industrial

(kelembagaan dan kerja sama hubungan industrial).
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1. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Syarat Kerja, Kelembagaan dan
Kerjasama Hubungan Industrial,

2. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

3. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis penerapan syarat-syarat Kerja,
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama dan Pembinaan
Serikat Pekerja/Serikat Buruh, LKS Bipartit, LKS Tripartit, Apindo, serta sosialisasi
hubungan industrial, dan hubungan kerja;

4. melaksanakan pembinaan dan penerapan syarat-syarat kerja di perusahaan, serta ijin
operasional perusahaan penyedia jasa pekerja (OUTSOURSING);

5. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sarana hubungan industrial di
perusahaan dan fasilitas kesejahteraan Pekerja/Buruh;

6. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan hubungan industrial di
perusahaan;

7. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja;

8. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

9. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis mekanisme penetapan upah minimum
dan pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

10. menyiapkan bahan rapat Dewan Pengupahan guna membahas upah minimum;

11. melaksanakan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL);

12. melaksanakan sosialisasi: pengupahan, THR, Service Carge, serta Struktur dan skala
upah;

13. menyiapkan bahan pembinaan Jaminan Sosial (Kesehatan kerja, kecelakan Kkerja,
kematian, hari tua, dan pensiun);

14. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan Dewan pengupahan Kabupaten/Kota se
NTB;

15. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Pencegahan dan Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial;

Revisi Renstra Tahun 2019-2023 12



&,

Vo

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
¥ Provinsi NTB

16.

17.

18.

19.
20.

21.
22.

23.

24.

V.

memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis mekanisme pencegahan dan
penyelesaian perselihan hubungan industrial;

melaksanakan pembinaan dan sosialisasi pencegahan perselihan hubungan industrial
yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan;

melaksanakan identifikasi dan menyusun peta potensi kerawanan hubungan industrial,

melaksanakan sosialisasi mekanisme penyelesaian perselisinan hubungan industrial di
perusahaan;

melaksanakan mediasi penyelesaian perselihan hubungan industrial;

melaksanakan koordinasi penyelesaian perselihan hubungan industrial terkait
persidangan kasus di pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri setempat;

melakukan koordinasi dan pemberdayaan konsiliator serta arbitrase hubungan
industrial, dan kordinasi dengan pihak kepolisian;

menyelesaikan aksi mogok kerja, unjuk rasa, demontrasi pekerja/buruh dan lock out;

Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan

Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas perumusan kebijakan,

koordinasi, pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan pengujian pelaksanaan norma

ketenagakerjaan, norma keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemberdayaan pengawasan

dan penegakan hukum ketenagakerjaan

1.
2.

menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Norma Ketenagakerjaan;
memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menyiapkan bahan dan materi penyusunan petunjuk teknis pengawasan dan
pemeriksaan norma kerja dan hubungan kerja, norma jaminan sosial tenaga kerja,
norma penempatan dan pelatihan, norma kerja perempuan, norma kerja anak;
menyiapkan rencana pelaksanaan pembinaan, pengendalian, evaluasi koordinasi
pengawasan ketenagakerjaan dibidang norma kerja dan hubungan kerja, norma
jaminan sosial tenaga kerja,, norma penempatan dan pelatihan, norma Kkerja

perempuan, norma kerja anak;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan penerapan norma kerja dan hubungan
kerja, norma jaminan sosial tenaga kerja, norma kerja perempuan, norma kerja anak,
norma pelatihan, dan norma penempatan;

menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

memeriksa serta menguji sarana kerja dibidang mekanik, pesawat uap dan bejana
tekan, konstruksi bangunan, instalasi listrik dan penanggulangan kebakaran, kesehatan
kerja dan lingkungan kerja;

menyiapkan rencana pelaksanaan pengawasan pemeriksaan dan pengujian sarana
keselamatan dan kesehatan kerja dibidang norma mekanik, pesawat uap dan bejana
tekan, konstruksi bangunan, instalasi listrik dan penanggulangan kebakaran, kesehatan
kerja dan lingkungan kerja serta pembinaan penerapan SMK3;

melaksanakan pembinaan, pengendalian, penerapan norma keselamatan dan kesehatan
kerja dibidang norma mekanik, pesawat uap dan bejana tekan, konstruksi bangunan,
instalasi listrik dan penanggulangan kebakaran, kesehatan kerja dan lingkungan kerja
serta pembinaan penerapan SMK3;

memproses perizinan kelaikan penggunaan sarana keselamatan dan kesehatan kerja
dibidang norma mekanik, pesawat uap dan bejana tekan, konstruksi bangunan, instalasi
listrik dan penanggulangan kebakaran, kesehatan kerja dan lingkungan kerja;
menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Pengawasan dan
Penegakan Hukum;

memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pemberdayaan pengawasan
ketenagakerjaan, ketatalaksanaan dan mekanisme koordinasi penegakan hukum
ketenagakerjaan;

penyusunan standar operasional prosedur pengawasan norma ketenagakerjaan;
melaksanakan sosialisasi kebijakan, program dan strategi pemberdayaan pengawasan

ketenagakerjaan dan penegakan hukum;
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17.

VI.

melaksanakan koordinasi pelaksanaan penegakan hukum ketenagakerja dengan
korwas, dan lembaga lain terkait;

Bidang Ketransmigrasian

Bidang Ketransmigrasian mempunyai tugas Fasilitasi dan penyusunan rencana teknis,

koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, penyediaan areal, pembinaan permukiman,

perpindahan dan penempatan, pembinaan dan pengembangan kawasan transmigrasi

1.

N o g &~ w

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Penyediaan Areal dan Pembinaan
Permukiman Transmigrasi;

memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

melakukan fasilitasi penyiapan bahan pencadangan areal permukiman transmigrasi;
melakukan fasilitasi identfikasi calon areal permukiman transmigrasi;

melaksanakan sosialisasi penyiapan areal dan pembinaan permukiman transmigrasi;
melakukan fasilitasi pengurusan dokumen calon areal permukiman transmigrasi;
fasilitasi pengukuran dan pembagian lahan pekarangan dan lahan usaha, pengukuran
dan pemasangan tanda batas UPT permukiman, tata batas dengan kawasan hutan,
pengurusan dan penerbitan SK HPL, sertifikat HPL dan sertifikat hak milik
transmigran;

menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Perpindahan dan Penempatan
Transmigrasi;

memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

melaksanakan sosialisasi program transmigrasi;

melaksanakan penjajakan calon lokasi penempatan transmigrasi;

melaksanakan penyuluhan Calon Transmigran;

melaksanakan pendaftaran dan seleksi calon transmigran;

melaksanakan kerjasama antar daerah bidang Ketransmigrasian;

melaksanakan penampungan dan Pelatihan Dasar Umum (PDU);

menyediakan perbekalan dan angkutan calon transmigran;

melakukan fasilitasi Siap Terima Penempatan (STP);
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

VII.

menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengembangan
Kawasan Transmigrasi ;
memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pengembangan sosial budaya, mental
spritual dan usaha ekonomi masyarakat transmigrasi
(IPOLEKSOSBUDHANKAMNAS);
melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan;
melaksanakan fasilitasi penyediaan dan pengembangan sarana prasarana sosial budaya,
mental spritual dan ekonomi;
melakukan penyediaan jaminan hidup transmigran, sarana produksi paket A (T + 1),
fasilitasi bantuan saprotan;

UPTD BLKDLN NTB

UPTD BLKDLN NTB mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan teknis, rencana

program dan kegiatan, fasilitasi, monitoring, koordinasi, penilaian, analisis, evaluasi dan

pelaporan pada Balai Pelatihan Kerja.

© © N o gk~ w DN E

e o o o
o &~ 0w D = O

Menyusun rencana program langkah-langkah operasional kegiatan ketatausahaan.
Memproses surat masuk dan keluar dan mendokumentasikan.

Menyiapkan bahan konsep program dan koordinasi pelatihan kerja.

Menyiapkan bahan pengelolaan urusan tata usaha.

Menyiapkan bahan dan proses urusan kepegawaian.

Menyiapkan bahan dan proses perlengkapan kantor.

Menyiapkan bahan dan konsep inventarisasi dan pemeliharaan barang.
Menyiapkan bahan dan konsep administrasi keuangan DPA.

Memeriksa dan meneliti SPJ serta kelengkapannya.

Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas.

. Menyusun laporan tentang pelaksanaan kegiatan BLK.

. Menyiapkan rencana program kegiatan pelatihan kerja.

Merencanakan uji kompetensi melalui sertifikasi.
Menyelenggarakan pengembangan program pelatihan kerja.

Menyusun kurikulum, silabus dan modul pelatihan kerja.
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16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.

VIII.

Melaksanakan rekruitmen dan seleksi peserta pelatihan kerja.

Menyusun jadwal kegiatan pelatihan kerja.

Menyelenggarakan pelatihan kerja .

Menyusun laporan penyelenggaraan pelatihan kerja sesuai aturan yang telah
ditetapkan.

Penyusunan rencana/program pemantauan hasil pelatihan kerja.

Penyusunan rencana koordinasi dengan dunia kerja untuk OJT dan penempatan.
Penyusunan identifikasi tempat-tempat OJT.

Penyusunan bahan evaluasi penyelenggaraan program pelatihan kerja.
Penyusunan masalah hasil pelaksanaan evaluasi pelatihan kerja.

Penyusunan data penempatan lulusan pelatihan kerja.

Penyusunan laporan hasil evaluasi pelaksanaan program pelatihan kerja.

Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Lombok

Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Lombok mempunyai tugas Menyusun bahan

kebijakan teknis, rencana program dan kegiatan, fasilitasi, monitoring, koordinasi,

penilaian, analisis, evaluasi dan pelaporan pada Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau

Lombok.

1. Menyiapkan bahan penyusunan urusan perencanaan operasional, adanya bahan
perencanaan

2. Menyiapkan bahan penyusunan urusan kepegawaian, data kepegawaian

3. Menyiapkan bahan penyusunan urusan perlengkapan rumahtangga data perlengkapan

4. Menyiapkan bahan penyusunan urusan administrasi umum, pembagian tugas, surat dll

5. Menyiapkan bahan penyusunan monitoring dan evaluasi, rekomendasi

6. Menyiapkan bahan penyusunan pembinaan admnistrasi lingkup UPTD Pengawas
Ketenagakerjaan dan K3

7. Menyiapkan bahan penyusunan pelaporan sebagai bahan penyusunan kebijakan

8. Merumuskan kebijakan penyiapan bahan pembinaan dan penyusunan teknis norma
ketenagakerjaan dan penegakan hukum;

9. Merumuskan pelaksanaan pengawasan norma ketenagakerjaan terhadap pelaksanaan

perundang-undangan ketenagakerjaan yang meliputi: pengawasan upah, perlindungan
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

jamsos, perlindungan tenaga kerja anak dan perempuan, tenaga kerja asing,
penempatan dan penyaluran tenaga kerja, pengawasan waktu kerja dan waktu istirahat
Merumuskan kebijakan dan melakukan pemetaan kasus-kasus ketenaga kerjaan dalam
upaya penegakan hukum;

Merumuskan bahan inventarsasi data ketenaga kerjaan sebagai pelaksana Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan;

Merumuskan penyiapan dan penyusunan bahan pelatihan serta pengembangan bidang
norma ketenagakerjaan;

Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pengujian dan pelatihan kesehatan kerja,
keselamatan kerja, dan lingkungan kerja berupa rencana kerja

Menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan pengujian dan pelatihan
kesehatan kerja, keselamatan kerja,dan lingkungan kerja berupa rencana kerja berupa
program kegiatan

Menyiapkan bahan penyusunan anggaran kegiatan pengujian dan pelatihan kesehatan
kerja, keselamatan kerja,dan lingkungankerja

Menyiapkan bahan penyusunan pemasaran pengujian dan pelatihan kesehatan kerja,
keselamatan kerja, dan lingkungan kerja

Menyiapkan bahan penyusunan pengkajian pengujian dan pelatihan kesehatan kerja,
keselamatan kerja,dan lingkungan kerja

Menyiapkan bahan penyusunan koordinasi dan monitoring kegiatan pengujian dan
pelatihan kesehatan kerja, keselamatan kerja,dan lingkungan kerja

Menyiapkan bahan informasi dan dokumentasi pengujian dan pelatihan kesehatan
kerja, keselamatan kerja,dan lingkungan kerja

Menyiapkan bahan pengujian dan pelatihan kesehatan kerja, keselamatan kerja,dan
lingkungan kerja pelatihan dan pengujian sebagai bahan penysunan kebijakan di
bidang K3

Menyiapkan bahan pengendalian mutu laboratorium pengujian dan sarana K3.
Menyiapkan bahan peningkatan kompetensi SDM di bidang K3

Menyiapkan bahan analisa, pengkajian, dan perekayasaan teknologi di bidang K3
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IX.

Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa

Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa mempunyai fungsi Menyusun bahan

kebijakan teknis, rencana program dan kegiatan, fasilitasi, monitoring, koordinasi,

penilaian, analisis, evaluasi dan pelaporan pada Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau

Sumbawa.

1.

o g > w DN

10.

11.

12.

13.

14.

Menyiapkan bahan penyusunan urusan perencanaan operasional, adanya bahan
perencanaan

Menyiapkan bahan penyusunan urusan kepegawaian, data kepegawaian

Menyiapkan bahan penyusunan urusan perlengkapan rumahtangga data perlengkapan
Menyiapkan bahan penyusunan urusan administrasi umum, pembagian tugas, surat dll
Menyiapkan bahan penyusunan monitoring dan evaluasi, rekomendasi

Menyiapkan bahan penyusunan pembinaan admnistrasi lingkup UPTD Pengawas
Ketenagakerjaan dan K3

Menyiapkan bahan penyusunan pelaporan sebagai bahan penyusunan kebijakan
Merumuskan kebijakan penyiapan bahan pembinaan dan penyusunan teknis norma
ketenagakerjaan dan penegakan hukum;

Merumuskan pelaksanaan pengawasan norma ketenagakerjaan terhadap pelaksanaan
perundang-undangan ketenagakerjaan yang meliputi: pengawasan upah, perlindungan
jamsos, perlindungan tenaga kerja anak dan perempuan, tenaga kerja asing,
penempatan dan penyaluran tenaga kerja, pengawasan waktu kerja dan waktu istirahat
Merumuskan kebijakan dan melakukan pemetaan kasus-kasus ketenaga kerjaan dalam
upaya penegakan hukum;

Merumuskan bahan inventarsasi data ketenaga kerjaan sebagai pelaksana Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan;

Merumuskan penyiapan dan penyusunan bahan pelatihan serta pengembangan bidang
norma ketenagakerjaan;

Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pengujian dan pelatihan kesehatan kerja,
keselamatan kerja, dan lingkungan kerja berupa rencana kerja

Menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan pengujian dan pelatihan
kesehatan kerja, keselamatan kerja,dan lingkungan kerja berupa rencana kerja berupa

program kegiatan
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15.

16.

Menyiapkan bahan penyusunan anggaran kegiatan pengujian dan pelatihan kesehatan
kerja, keselamatan kerja,dan lingkungankerja
Menyiapkan bahan penyusunan pemasaran pengujian dan pelatihan kesehatan kerja,

keselamatan kerja, dan lingkungan kerja

17. Menyiapkan bahan penyusunan pengkajian pengujian dan pelatihan kesehatan kerja,
keselamatan kerja,dan lingkungan kerja

18. Menyiapkan bahan penyusunan koordinasi dan monitoring kegiatan pengujian dan
pelatihan kesehatan kerja, keselamatan kerja,dan lingkungan kerja

19. Menyiapkan bahan informasi dan dokumentasi pengujian dan pelatihan kesehatan
kerja, keselamatan kerja,dan lingkungan kerja

20. Menyiapkan bahan pengujian dan pelatihan kesehatan kerja, keselamatan kerja,dan
lingkungan kerja pelatihan dan pengujian sebagai bahan penysunan kebijakan di
bidang K3

21. Menyiapkan bahan pengendalian mutu laboratorium pengujian dan sarana K3.

22. Menyiapkan bahan peningkatan kompetensi SDM di bidang K3

23. Menyiapkan bahan analisa, pengkajian, dan perekayasaan teknologi di bidang K3

X. Kelompok Fungsional
1) Pengawas
2) Instruktur
3) Mediator/Perantara
4) Pengantar Kerja
5) Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM)
6) Pranata Laboratorium Kesehatan Kerja, dan
7) Perencana
8) Dokter
2.1.2.Fungsi

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Barat, dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 29 Tahun 2018

tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
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Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan

pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Untuk mendukung hal tersebut di atas maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Nusa Tenggara Barat memiliki fungsi sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;

% perumusan kebijakan teknis, strategi, dan perencanaan strategis urusan
pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;

% pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian;

% pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;

% perumusan penyusunan Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
NTB dengan memberikan arahan kepada Sekretaris, Kepala Bidang dan kepala
UPTD;

% menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai,
ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan Karier;
dan

% melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis di bidang ketenagakerjaan
dan ketransmigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang — perundangan
yang berlaku.

b. Sekretariat

s membantu Kepala dinas dalam persiapan perumusan kebijakan dan koordinasi;

% membantu kepala dinas melakukan koordinasi dengan kepala bidang dan UPTD
dalam penyusunan penyusunan rumusan kebijakan, penyusunan program/ Kerja,
pengendalian dan pengawasan.

% menghimpun dan menganalisa data dalam rangka penyusunan program dan
pelaporan;

% pengelolaan urusan keuangan;

% pelaksanaan pembinaan administrasi dalam urusan ketatausahaan, kepegawaian,
perlengkapan, kerumahtanggaan dan keprotokolan

c. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja
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+«+ pengumpulan, pengolahan dan penyediaan data informasi pasar kerja;
% penempatan dan perlindungan tenaga kerja;
+«+ pembinaan terhadap lembaga penempatan tenaga kerja;
++ pengendalian penggunaan tenaga kerja asing;
% pengembangan kesempatan kerja melalui usaha mandiri sistim padat Kkarya,
teknologi tepat guna dan perluasan kesempatan kerja sektor informal; dan
++ pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang Penempatan dan
Perluasan Kerja.
d. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
% pelaksanaan pembinaan pelatihan ketrampilan, peningkatan kompetensi dan
produktivitas tenaga kerja ;
++ pembinaan standarisasi kompetensi dan akreditasi ;
¢+ pembinaan uji kompetensi dan sertifikasi;
+« pembinaan instruktur, tenaga kepelatihan dan Kelembagaan pelatihan;
+“+ pembinaan Pemagangan tenaga kerja;
+«+ pembinaan peningkatan sarana, prasarana dan peralatan dan pelatihan.
« pelaksanaan monitoring terhadap program dan kegiatan bidang Lattas.
e. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
% perumusan dan menetapkan petunjuk pelaksanaan pedoman koordinasi dan
pembinaan syarat kerja dalam hubungan kerja, pengembangan kelembagaan dan
kerjasama hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial Tenaga Kerja, serta
pencegahan dan penyelesaian perselisinan hubungan industrial, fasilitas
kesejahteraan pekerja dan purna kerja ;
+ pelaksanaan koordinasi dan pembinaan syarat-syarat kerja dalam hubungan kerja
dan pengembangan sarana hubungan industrial di perusahaan;
+ pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Dewan pengupahan dalam penetapan upah
minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota;
+» pelaksanaan sosialisasi sistem pengupahan dan jaminan sosial Tenaga Kerja;
+» pelaksanaan bimbingan teknis syarat-syarat kerja, tata cara pencegahan dan

penyelesaian perselisihan hubungan industrial; dan

Revisi Renstra Tahun 2019-2023 22



&,

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
gt Provinsi NTB

X/
°

monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

f. Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan

X/
L X4

perumusan dan penetapan petunjuk pelaksanaan pedoman koordinasi dan
pembinaan pengawasan dan pemeriksaan serta pengujian pelaksanaan norma
ketenagakerjaan, norma keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemberdayaan
pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan

pelaksanaan koordinasi dan pembinaan norma kerja, norma keselamatan dan
kesehatan kerja di perusahaan;

pelaksanaan koordinasi proses penegakan hukum ketenagakerjaan;

pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis pengawasan norma ketenagakerjaan
dan norma K3; dan

pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan.

g. Bidang Ketransmigrasian

X/
L X4

*
L X4

X/
L X4

X/
L X4

melakukan perumusan kebijakan Bidang ketransmigrasian ;

penyelenggaraan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi perencanaan teknis,
penyediaan areal, pembangunan permukiman dan pengembangan kawasan;
penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi perpindahan
dan penempatan;

penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi
pengembangan kawasan transmigrasi; dan

penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kerja bidang Ketransmigrasian.

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri atas :
1) Kepala Balai Latihan Kerja;

X/
°

X/
°

X/
°

Penyusunan kebijakan teknis program pelatihan kerja

Penyusunan rencana program dan kegiatan pelatihan kerja serta kerjasama
pelatihan.

Penyusunan penyelenggaraan dan penyebarluasan informasi pelatihan kerja.
Penyusunan  penyelenggaraan program pelatihan kerja ~ dan  uji
keterampilan/kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja.
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X/
L X4

X/
L X4

Penyusunan kurikulum silabus sesuai hasil TNA (Training Need Analysis).
Penyusunan fasilitasi pelatihan dan pelayanan kepada masyarakat.
Penyusunan pemantauan pengendalian evaluasi latihan kerja.

Penyusunan pelaksanaan administrasi umum dan keuangan.

2) Kepala Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Lombok;

X/
°

X/
L X4

X/
L X4

Perumusan bahan perencanaan dan program pengawasan , pemeriksaan dan
pengujian pelaksanaan norma ketenagakerjaan, Norma K3 serta pemberdayaan
pengawasan dan penegakan hukum, serta pengujian dan pelatihan K3

Perumusan pemberian dan pelayanan konsultasi Pengawasan, pemeriksaan dan
pengujian norma kerja dan K3 di perusahaan, serta pengujian dan pelatihan K3
Perumusan bahan pelaksanaan  koordinasi proses penegakan  hukum
ketenagakerjaan.

Perumusan bahan sosialisasi dan bimbingan teknis pengawasan norma kerja dan
Norma K3, serta pengujian dan pelatihan K3

Perumusan dan pemantauan pengendalian pengawasan norma kerja dan K3, serta

pengujian dan pelatihan K3

3) Kepala Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa.

7
A X4

Perumusan bahan perencanaan dan program pengawasan , pemeriksaan dan
pengujian pelaksanaan norma ketenagakerjaan, Norma K3 serta pemberdayaan
pengawasan dan penegakan hukum, serta pengujian dan pelatihan K3

Perumusan pemberian dan pelayanan konsultasi Pengawasan, pemeriksaan dan
pengujian norma kerja dan K3 diperusahaan, serta pengujian dan pelatihan K3
Perumusan bahan pelaksanaan koordinasi  proses penegakan  hukum
ketenagakerjaan.

Perumusan bahan sosialisasi dan bimbingan teknis pengawasan norma kerja dan
Norma K3, serta pengujian dan pelatihan K3

Perumusan dan pemantauan pengendalian pengawasan norma kerja dan K3, serta
pengujian dan pelatihan K3
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2.1.3. Struktur Organisasi

Kepala Dinas

Kelompok Jafung :

Mediator ]
Pengantar Kerja Sekretaris
Perencana
PSM ‘
Subbag Program Subbag Keuangan Subbag Umum

el

Wl

bl

- Bid. Pelatihan Dan N - I .
Bid. Penempatan dan . = Bid. Pembinaan Bid. Pembinaan ) . .
Perluasal:lal(erja produktivitas tenaga hubungan industrial & pengawasan Bid. ketransmigrasian
Kerja Jamsos ketenagakerjaan

Seksi informasi Kerja

Seksi penempatan
tenaga kerja dan
pembinaan tenaga kerja
asing

Seksi perluasan
kesempatan Kerja

Revisi Renstra Tahun 2019-2023

Seksi pembinaan
instruktur dan
kelembagaan

Seksi pemagangan

Seksi pembinaan
pelatihan dan
produktivitas tenaga

kerja

Seksi syarat kerja
kelambagaan dan
kerjasama Hub.
Industrial

Seksi pengupahan dan
jamsos

Seksi pencegahan dan
penyelesaian
perselisihan hubungan
industrial

Seksi norma
ketenagakerjaan

Seksi keselamatan dan
kesehatan kerja

Seksi pemberdayaan
pengawasan dan
pembinaan hukum

Seksi penyediaan areal
dan penataan
permukiman
transmigrasi

Seksi perpindahan dan
penempatan
transmigrasi

Seksi pembinaan dan
e Pengembangan kawasan
transmigrasi
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Kelompok Jafung :
. Instruktur

. Pengawas Ketenagakerjaan
Dokter

Penguji K3

. Analis Kesehatan

W

bl

o

UPTD. Balai Latihan Kerja dalam dan
Luar Negeri (BLK DLN)

Subbag Tata Usaha

Seksi penyelenggaraan latihan kerja

Seksi pemantavan dan evaluasi
latihan kerja

UPTD. Balai Pengawasan
Ketenagakerjaan 8 K3 P. Lombok

Subbag Tata Usaha

Seksi Norma Kerja

Seksi Keselamatan dan Kesehatan
Kerja

UPTD. Balai Pengawasan
Ketenagakerjaan & K3 P. Sumbawa

Subbag Tata Usaha

Seksi Norma Kerja

Seksi Keselamatan dan Kesehatan
Kerja
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2.2. Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.2.1.Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

NTB didukung oleh 189 orang aparatur yang terdiri atas laki — laki 128 orang dan

perempuan 61 orang. Komposisi sumber daya manusia pada Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi NTB dapat dilihat pada rincian berikut :

Menurut Unit Kerja
e SKPD Induk

Sekretariat
. Bid. Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

. Bid. Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

1.
2
3
4. Bid. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsos
5. Bid. Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan

6

. Bid. Ketransmigrasian

e UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri
e UPTD BPK & K3 P. Lombok
e UPTD BPK & K3 P. Sumbawa

Menurut Tingkat Pendidikan

e S-3
e S-2
e S-1
e D-1IV
e D-III
e D-II
e D-I

e SLTA/ Sederajat
e SLTP/ Sederajat
e SD/ Sederajat

Menurut Pendidikan Penjenjangan
e Diklatpim 1l

e Diklatpim I11
e Diklatpim IV

109  orang
29 orang
16 orang
10 orang
13 orang
10 orang
9 orang
36 orang
31 orang
13 orang
1 orang
18 orang
101  orang
1 orang
11 orang
- orang
- orang
47 orang
9 orang
1 orang
1 orang
10 orang
30 orang
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e Belum Diklatpim : 149  orang

Menurut Kepangkatan dan Golongan

e Pembina Utama Madya (1V/d) : 1 orang
e Pembina Utama Muda (IVV/c) : 2 orang
e Pembina Tingkat I (IV/b) : 8 orang
e Pembina (1V/a) : 23 orang
e Penata Tingkat I (111/d) : 43 orang
e Penata(Ill/c) : 24 orang
e Penata Muda Tingkat I (111/b) : 22 orang
e Penata Muda (Ill/a) : 18 orang
e Pengatur Tingkat I (11/d) : 5 orang
e Pengatur (1l/c) : 25 orang
e Pengatur Muda Tingkat I (11/b) : 6 orang
e Pengatur Muda (Il1/a) 5 orang
e JuruTingkat 1 (1/d) 1 orang
e Juru(l/c) 5 orang
e Juru Muda Tingkat I (1/Db) 1 orang
e JuruMuda(l/a) - orang
Menurut Esselonisasi

e Esselonlla : 1 orang
e Esselonllla : 10 orang
e EsselonlVa ; 29  orang
e Non eselon ; 149  orang
Menurut Agama

e Islam : 164  orang
e Hindu : 21 orang
e Budha D orang
e Kristen Protestan 2 orang
e Kiristen Katholik : 2 orang
Menurut Jabatan Struktural dan Fungsional

e Struktural : 40 orang
e Fungsional : 36 orang
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© 0o N o g Bk~ w DN PE

Perencana

Pengantar Kerja
Mediator

Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM)

Instrukrur (BLK DLN)

Dokter (UPTD BPKK3 P. Lombok)

Pranata Laboratorium (UPTD BPKK3 P. Lombok)
Nutrisionis (UPTD BPKK3 P. Lombok)

Pengawas Ketenagakerjaan (UPTD BPKK3 P. Lombok)

10. Pengawas Ketenagakerjaan (UPTD BPKK3 P. Sumbawa) :

e Staff

Menurut Umur
e 20-30

e 31-40
e 41-50
e 51-60

2.2.2. Sumber Daya Modal
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sangat diperlukan

w P W W

[EEN

1

N 0 N N -

113

57
56
73

orang
orang
orang
orang
orang
orang
orang
orang
orang

orang

orang

orang
orang
orang

orang

adanya dukungan sumber daya modal yang memadai disamping dukungan sumber daya

manusia (aparatur). Beberapa dukungan sumber daya modal yang dimiliki Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat antara lain :

Tabel 2.1
Daftar Sumber Daya Modal Tahun 2019

; Kondisi
No Jenis Barang Jumlah
B RR RB
1 2 3 4 5 6
1 Tanah 4 11.036 M2
2 Gedung 32 32 unit
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Kondisi
No Jenis Barang Jumlah
B RR RB

3 Mess 8 - - 8 unit
4 Kendaraan Roda 4 4 7 - 11 unit
5 Kendaraan Roda 2 35 - 11 46 unit
6 Mesin Ketik 15 2 2 19 unit
7 Komputer 66 4 6 76 unit
8 Printer 43 4 7 54 unit
9 Modem Intertnet - - - - unit
10 LCD 2 - - 2 unit
11 Lap Top 32 - - 32 unit
12 Stavol 21 - - 21 unit
13 UPS 4 - - 4 unit
14 Power Suply 6 - - 6 unit
15 Loud Speaker sound system 4 9 7 20 unit
16 Lemari besi - 10 23 33 unit
17 Filling besi/metal 2 16 40 58 unit
18 Lemari kayu 65 11 29 105 unit
19 Rak kayu 15 - - 15 unit
20 Lemari arsip 13 - - 13 unit
21 Brankas 6 10 1 17 unit
22 Filling kayu 40 - - 40 unit
23 Meja Biro 78 - 24 102 unit
23 Meja kayu 10 - 6 16 unit
24 Permadani / gorden 2 - - 2 buah
25 Meja Ketik - 2 15 17 unit
26 Meja Rapat 20 - - 20 unit
27 Meja Komputer 14 - 11 25 unit
28 Kursi Putar 23 - 4 27 unit
29 Kursi Biasa 128 - - 128 unit
30 Buffet kayu 1 - - 1 unit
31 Kursi Tangan 60 - - 60 unit
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No Jenis Barang Jumlah
B RR RB

32 Kursi Besi 51 3 104 158 unit
33 Kursi Lipat 299 - - 299 unit
34 Kursi Tamu 5 - 20 25 unit
35 Kipas Angin 26 1 - 27unit
36 Wirless 3 1 13 17 unit
37 Televisi 8 - 1 9 unit
38 White Board - 3 24 27 buah
39 Papan Visual 9 1 - 10 buah
40 Peta 11 1 - 12 buah
41 Jam Dinding - 28 - 28 buah
42 AC 60 8 22 90 unit
43 Dispencer 5 - - 5 buah
44 Kulkas 3 - 2 5 unit
45 Alat las listrik - 1 - 1 unit
46 Camera Video - 5 - 5 unit
47 Handycam - 4 - 4 unit
48 Kamera 4 6 4 14 unit
49 Faximile 1 - 6 7 unit
50 Interphone 9 - - 9 unit
51 Mic 10 1 - 11 buah

2.2.3. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran (Unit Usaha)

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Disnakertrans Prov. NTB memiliki jenis

layanan (unit usaha) yang berkontribusi bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

sebagai berikut :

a.

Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Lombok dan K3, memberikan layanan

pengujian peralatan K3 dan kesehatan tenaga kerja bagi perusahaan dengan

kelompok sasaran perusahaan yang ada di NTB

UPTD BLK Dalam dan Luar Negeri memberikan layanan sewa mess bagi tenaga

kerja
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2.3. Kinerja pelayanan Disnakertrans

Porsentase

Tingkat
kelancaran
administrasi
perkantoran

100

Tabel 2.3.1

Pencapain Kinerja Pelayanan Disnakertrans Prov. NTB

100

100

100

Tahun 2015-2019

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Porsentase
Tersedianya
Sarana

dan  Prasarana
Aparatur

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Porsentase
disiplin
aparatur

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Porsentase
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Sistem
pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Porsentase
Pengelolaan
Keuangan
Daerah (Aset)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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Porsentase

Perencanaan dan
7 Pelaporan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
program/
Kegiatan

Porsentase
Penempatan dan
8 Pengembangan 72 72 73 74 75 80 72 73 74 75 80 100 100 100 100 100
Wilayah
Transmigrasi
Porsentase
Peningkatan
9 Kualitas dan 82 82 83 84 85 85 82 83 84 85 85 100 100 100 100 100
Produktivitas
Tenaga Kerja
Porsentase
Perluasan dan
10 | Pengembangan 88 88 89 89 90 90 88 89 89 90 90 100 100 100 100 100
Kesempatan
Kerja
Porsentase
Perlindungan
11 dan 68 68 69 69 70 71 68 69 69 70 71 100 100 100 100 100
Pengembangan
Lembaga
Ketenagakerjaan

Porsentase

12 | Pengawasan 91 91 93 94 95 95 91 93 94 95 95 100 100 100 100 100
Ketenagakerjaan
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Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Disnakertrans Prov. NTB
Tahun 2015-2019

Indikator Target Anggaran Tahun ke- Realisasi Anggaran Tahun ke- Rasio Anggaran pada Tahun ke-

Kinerja Sesuai
Tusi 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Porsentase
Tingkat
kelancaran 3.275.918.813 2.502.304.300 2.684.069.650 3.274.418.813 2.644.457.939 | 3.156.693.423 2.425.662.223 2.568.294.090 3.131.693.423 | 2.564.607.563 96,36 96,94 | 95,69 | 95,64 96,98
administrasi
perkantoran

Porsentase
Tersedianya
Sarana 1.502.442.100 4.962.735.500 5.365.370.290 1.446.442.100 1.575.871.900 | 1.456.825.822 4.923.698.475 5.337.175.838 1.431.825.822 1.565.280.034 96,96 99,21 | 99,47 | 98,99 99,33
dan  Prasarana
Aparatur

Porsentase
disiplin 35.600.000 38.150.000 35.150.000 6.600.000 - 6.390.000 37.670.000 30.750.000 6.390.000 - 17,95 98,74 | 87,48 | 96,82
aparatur

Porsentase
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur

185.432.100 114.445.000 104.527.400 159.432.100 79.607.700 179.889.954 112.418.100 93.599.820 153.889.954 75.919.525 97,01 98,23 | 89,55 | 96,52 95,37

Sistem
pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan

604.454.240 588.165.100 569.492.450 548.454.240 374.315.341 533.462.613 550.780.580 548.070.384 533.462.613 366.017.710 88,26 93,64 | 96,24 | 97,27 | 97,78

Porsentase
Pengelolaan
Keuangan
Daerah (Aset)

144.165.540 172.626.200 101.173.400 123.165.540 80.448.700 141.300.750 160.246.100 93.502.050 116.300.750 64.913.003 98,01 92,83 | 92,42 | 94,43 80,69

Porsentase

Perencanaan
dan Pelaporan 664.876.707 178.467.500 569.694.700 618.178.007 146.652.200 613.276.391 176.525.000 553.062.000 613.276.391 146.652.200 92,24 98,91 | 97,08 99,21 | 100,00
program/
Kegiatan

Porsentase
Penempatan dan
Pengembangan 1.047.122.600 1.506.559.600 1.144.292.310 538.147.500 145.900.000 935.874.200 1.463.305.100 1.078.057.870 512.420.780 143.255.060 89,38 97,13 | 94,21 95,22 98,19
Wilayah
Transmigrasi
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NO

Indikator
Kinerja Sesuai
Tusi

Target Anggaran Tahun ke-

Realisasi Anggaran Tahun ke-

Rasio Anggaran pada Tahun ke-

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

Porsentase
Peningkatan
Kualitas dan
Produktivitas
Tenaga Kerja

1.496.147.400

7.352.553.900

2.667.158.650

2.671.900.279

938.382.100

1.424.610.200

6.967.016.850

2.572.220.244

2.640.116.000

929.949.000

95,22

94,76

96,44

98,81

99,10

10

Porsentase
Perluasan dan
Pengembangan
Kesempatan
Kerja

2.958.124.500

1.683.762.900

4.052.144.650

2.945.585.621

1.238.199.200

2.709.503.694

1.576.420.055

3.872.795.876

2.924.972.580

1.204.469.461

91,60

93,62

95,57

99,30

97,28

11

Porsentase
Perlindungan
dan
Pengembangan
Lembaga
Ketenagakerjaan

501.185.000

891.173.000

624.414.450

617.712.500

191.195.000

425.626.000

878.623.200

575.889.523

612.156.800

190.197.400

84,92

98,59

92,23

99,10

99,48

12

Porsentase
Pengawasan
Ketenagakerjaan

892.852.800

588.769.000

563.323.150

861.148.240

584.883.650

337.270.820

96,45

99,34

59,87

Total
Anggaran

12.415.469.000

19.990.943.000

18.810.340.750

13.538.805.700

7.978.353.230

11.583.453.047

19.272.365.683

18.184.565.935

13.261.388.763

7.588.531.776

93,30

96,41

96,67

97,95

95,11
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2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB merupakan
perencanaan yang disusun berdasarkan kondisi lingkungan dan perubahan yang terjadi
melalui suatu analisis terhadap lingkungan dengan mempertimbangkan karakteristik
Dinas.

Kondisi lingkungan tersebut akan memberikan kekuatan dan kelemahan bagi
organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi jalannya
organisasi dalam bentuk peluang dan ancaman. Apabila kondisi lingkungan tersebut tidak
bisa dikenali dan diidentifikasi secara baik oleh organisasi, maka akan berakibat fatal
terhadap kelangsungan organisasi tersebut. Oleh karena pengaruh dan akibat yang
ditimbulkan begitu besar, maka menjadi penting bagi pimpinan organisasi dan segenap
jajarannnya untuk secara intens memantau dan mengikuti perubahan di lingkungan yang
terjadi. Hal ini perlu diupayakan agar organisasi mampu menjawab setiap perubahan
yang menjadi ancaman/ tantangan organisasi. Dengan demikian, organisasi dalam hal ini
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB akan tetap eksis dan mampu mencapai
tujuan dan sasaran pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian secara optimal.
Adapun tantangan dan peluang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB dalam
pengembangan pelayanan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a. Peluang

1. Adanya dukungan lintas sektoral dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan
program;

2. Hubungan industrial yang cukup kondusif, menciptakan kondisi ketenagakerjaan
tanpa gejolak yang berarti;

3. Makin dinamisnya perkembangan pelayanan publik (antar kerja) oleh swasta;

4. Kebijakan pusat dan daerah saling mendukung dan menunjang;

5. Forum-forum koordinasi, mediasi yang menjembatani dengan baik antara
Disnakertrans Prov.NTB dengan pelaku, masyarakat, pekerja dan serikat buruh;

6. Makin tingginya kesadaran masyarakat akan kebutuhan pelayanan bidang

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
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7. Ditetapkanya KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Mandalika membuka peluang
tenaga kerja di NTB.
8. Dibentuknya BLK Dalam dan Luar Negeri menjadi langkah awal dalam
peningkatan skill bagi calon pekerja dalam negeri dan pekerja migran indonesia
b. Tantangan
Dampak pandemi Covid-19, mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran;
Kesempatan kerja yang tersedia sangat terbatas;
Masih rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
Masih rendahnya tingkat kesejahteraan pekerja;
Kurangnya koordinasi antar lembaga;

Masih tingginya Pekerja Migran Indonesia yang ilegal dan unprosedural

N o a b~ w D RE

Tidak sebandingnya transmigran yang ditempatkan dengan animo masyarakat
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BAB 111
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat
Daerah
Ketenagakerjaan merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang menjadi salah satu
tugas dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Urusan
ketenagakerjaan merupakan salah satu faktor penting yang menjadi penentu atau faktor
pendukung dari target-target indikator kinerja pembangunan daerah lainnya. Bisa
dikatakan bahwa setiap sektor tentu akan membutuhkan kualitas maupun kuantitas
sumber daya manusia untuk mendukung kegiatan sektoral lainnya. Oleh karena itu sudah
seharusnya urusan ketenagakerjaan mendapatkan perhatian yang lebih oleh berbagai
pihak.
Salah satu permasalahan bidang ketenagakerjaan yang dihadapi oleh Provinsi Nusa
Tenggara Barat adalah masih tingginya tingkat pengangguran terbuka dimana pada tahun
2017 sebesar 3,32% dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 3,42%. Walaupun tingkat
pengangguran terbuka provinsi Nusa Tenggara barat berada dibawah rata-rata TPT
nasional, dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi covid-19 harus tetap
diwaspadai.
Ketransmigrasian juga merupakan tugas pokok dari Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi
yang menjadi urusan pilihan daerah untuk terus dikembangkan demi mencapai
pemerataan jumlah penduduk dan mengurangi kemiskinan. Program ketransmigrasian
menjadi penting untuk dilaksanakan karena berperan dalam mengembangkan kawasan
yang semula tidak produktif menjadi lebih berkembang dikarenakan banyak kegiatan-
kegiatan produktifitas yang bisa dilakukan oleh warga transmigran. Transmigrasi juga
berperan secara tidak langsung dalam penyerapan tenaga kerja pada sektor informal

khususnya di pertanian dan perkebunan.
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3.1.1 Kondisi Ketenagakerjaan

Permasalahan utama pada sektor ketenagakerjaan adalah peningkatan pengangguran
terbuka dan setengah penganggur yang semakin banyak. Berdasarkan data BPS Prov.
NTB Tahun 2019, jumlah pengangguran di NTB sebanyak 84.520 orang dengan Jumlah
angkatan kerja pada 2019 sebanyak 2.471.550 orang dan penduduk yang bekerja
sebanyak 2.387.040 orang. Penganggur terbuka/normal yaitu golongan angkatan kerja
yang betul — betul tidak mendapatkan pekerjaan karena pendidikan dan ketrampilan yang
tidak memadai. Sedangkan setengah penganggur yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja
secara optimal karena ketiadaan lapangan kerja atau pekerjaan.

Peningkatan kesempatan kerja masyarakat adalah hal yang mutlak untuk dilakukan
sebagai upaya mencapai tujuan penurunan tingkat pengangguran terbuka. Terbukanya
kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat dapat dicapai melalui penyerapan tenaga
kerja sektor formal dan sektor informal. Ada beberapa program prioritas yang dilakukan
oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB untuk mendukung hal ini diantaranya
adalah program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, program
penempatan dan perluasan kesempatan kerja, dan progam pengembangan kawasan
transmigrasi.

Penyerapan pada sektor formal mempersyaratkan sumber daya manusia yang memiliki
kompetensi dan kualifikasi yang tentunya sesuai dengan pasar kerja. Hanya saja jumlah
kapasitas dan jenis pelatihan yang selama ini dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat masih sangat terbatas. Hal ini tentu
menyebabkan hasil pelatihan yang tidak dapat terserap oleh dunia usaha. Selain itu
pelatihan kewirausahaan atau entereunership yang masih terbatas sehingga angkatan
kerja kita masih belum bisa mandiri dengan membuka lapangan kerja mereka sendiri dan
orang lain. Begitu juga dalam penempatan tenaga kerja, idealnya lulusan pelatihan yang
dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat
seharusnya dapat terserap oleh pasar kerja. Namun, pada realitanya penempatan yang
dilakukan tidak memprioritaskan lulusan pelatihan walaupun lulusan tersebut
berkompeten. Hal ini bisa dikarenakan kurangnya koordinasi tingkat bidang atau program
yang menyebabkan kurang validnya database pelatihan dan penempatan tenaga kerja.

Penempatan Pekerja Migran Indonesia juga mengalami kendala akibat dari kebijakan
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3.1.2

3.13

masing-masing negara tujuan demi menghalangi penyebaran COVID 19. Demikian
halnya dengan pengembangan kawasan transmigrasi yang dimana masih banyak
terkendala dengan isu pembebasan lahan.

Kondisi Hubungan Industrial

Kondusifitas iklim usaha perlu diciptakan dengan menjaga kondisi hubungan industrial
yang harmonis. Hal ini sangat penting dalam rangka mendukung peningkatan iklim
investasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Namun pada kenyataanya, masih banyak
terjadi kasus-kasus perselisihan hubungan industrial yang terjadi terlihat dari jumlah
kasus hubungan industrial yang didaftarkan. Dalam penangan kasus-kasus hubungan
industrial ini diperlukan penyelesaian secara bipartite yang dapat dilakukan oleh
fungsional mediator baik ditingkat provinsi maupun kabupaten. Sehingga jumlah
pemutusan hubungan kerja dapat ditekan.

Begitu halnya dengan jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja para buruh juga
harus diperhatikan. Dimana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui fungsional
Pengawas Ketenagakerjaan harus memastikan hak-hak normatif dan K3 di tempat kerja
terpenuhi. Permasalahan yang timbul adalah secara kuantitas jumlah pengawas maupun
mediator belum mampu mengimbangi atau mengawasi sekian banyak perusahaan yang
tersebar di pulau Lombok maupun pulau Sumbawa. Oleh karena itu sistem pengawasan
maupun mediasi perlu ditingkatkan melalui pembinaan-pembinaan kepada perusahaan
yang berkelanjutan dan bekerja sama dengan stakeholder terkait terutama serikat

buruh/pekerja.

Kondisi Ketransmigrasian

Program transmigrasi merupakan salah satu contoh program nasional yang sukses dalam
mencapai tujuan nasional diantaranya antara lain pemerataan jumlah penduduk,
peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan persatuan Indonesia. Disamping itu program
transmigrasi berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran terbuka melalui
pembukaan lapangan kerja baru umumnya pada sektor informal.

Permasalahan yang sering dijumpai dalam penyelenggaraan program transmigrasi ada

beberapa diantaranya adalah sengketa lahan dan lokasi yang dinilai kurang layak untuk
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dihuni. Sarana dan prasarana juga dinilai masih sangat kurang seperti sarana air bersih
dan lain-lain.

Program pemindahan dan penempatan transmigrasi Prov. NTB selama lima tahun
terakhir, baik di dalam provinsi maupun ke luar provinsi adalah 490 KK atau 2.121 jiwa,
dengan sebaran penempatan di dalam provinsi yaitu Kabupaten Bima, Kabupaten
Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat; sedangkan di luar Provinsi NTB yaitu ke
Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi
Sumatera Selatan. Sedangkan program pembinaan kepada warga transmigrasi
dilaksanakan melalui berbagai bimbingan teknis di bidang ekonomi pertanian.

Program pembangunan permukiman transmigrasi baru di Prov. NTB belum bisa
terlaksana; hal ini disebabkan karena harus memenuhi persyaratan clear and clean, yaitu
jelas lokasi, batas dan luasnya; bersih dari persoalan adminstrasi pertanahan maupun
okupasi oleh pihak lain.

3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Daerah Provinsi
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2019 — 2023, dijelaskan bahwa visi Gubernur Nusa Tenggara Barat adalah
Membangun Nusa Tenggara Barat yang GEMILANG .

Dalam visi yang diusung terdapat kata kunci “NTB GEMILANG” yang bermakna :

1. Suatu kondisi Masyarakat NTB yang mampu memenuhi hak-hak dasarnya di bidang
ekonomi, social dan budaya, yang dipenuhi dari hasil kreatifitas dan inovasi SDM
masyarakat NTB melalui pengelolaan SDA yang berkelanjutan.

2. Suatu keadaan yang menggambarkan masyarakat NTB yang siap dan tanggap
menghadapi berbagai bencana yang didukung oleh kelembagaan dan infrastruktur
yang memadai.

3. Suatu kondisi masyarakat NTB yang aman, damai dan harmonis, yang didukung oleh
Pemerintahan yang professional melayani, bebas dari KKN, transparan dan akuntabel,
bersendikan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan universal dalam mewujudkan
suatu tatanan masyarakat yang baldatun toyyibatun warobbun ghofur.

Disnakertrans NTB dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mengemban makna

GEMILANG nomor 1 yaitu suatu kondisi Masyarakat NTB yang mampu memenuhi hak-
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hak dasarnya di bidang ekonomi, sosial dan budaya, yang dipenuhi dari hasil kreatifitas
dan inovasi SDM masyarakat NTB melalui pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Sesuai
dengan tugas dan fungsinya Disnakertrans NTB berperan besar dalam memastikan
pemenuhan hak-hak dasar masyarakat khususnya pekerja atau kaum buruh, dan para
transmigran agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan hidup yang layak dengan terus
meningkatkan kompetensi dan kemandirian mereka.

Dalam rangka pencapaian visinya, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, menetapkan

6 [ enam ] misi yaitu :

1. Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan
pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah;

2. Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang
berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi;

3. Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya
manusia sebagai pondasi daya saing daerah;

4. Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan yang berkelanjutan;

5. Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan,
mengurangi  kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada
pertanian, pariwisata dan industrialisasi;

6. Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang
beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan;

Tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat

sebagai Perangkat Daerah yang menangani urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian,

dengan misi-misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat; maka Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat mendukung pelaksanaan satu misi saja
yaitu :

Misi 5 : NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan,

mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada

pertanian, pariwisata dan industrialisasi; untuk urusan wajib non pelayanan dasar

ketenagakerjaan dan urusan pilihan ketransmigrasian.
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Dalam rangka pencapaian visi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terkait dengan
pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dalam bidang ekonomi melalui peningkatan kualitas
dan kompetensi SDM dapat dicapai apabila sumber-sumber daya yang daerah miliki dapat
dimaksimalkan. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang perlu
mendapatkan perhatian lebih mengingat potensi yang dimanfaatkan belum optimal. Salah
satunya adalah terdapatnya Kawasan Ekonomi Khusus di daerah Mandalika dan akan
digelarnya event moto GP dimana hal tersebut diyakini mampu memberikan multiplier
effects terhadap pembangunan daerah. Begitu halnya dengan sektor pertanian dimana NTB
merupakan salah satu daerah pengekspor hasil-hasil pertanian ke daerah-daerah atau
negara-negara lain. Namun terdapat beberapa faktor penghambat dalam pencapaian visi
misi tersebut antara lain kurangnya tenaga kerja lokal yang mampu bersaing dengan tenaga
kerja luar mengingat kompetensi yang dibutuhkan tidak sesuai dengan kompetensi yang
kita siapkan. Selanjutnya, kurangnya pengembangan dan pengetahuan tentang teknologi
yang mutakhir dalam pengembangan sektor-sektor terkait padahal penggunaan teknologi
merupakan suatu keharusan untuk mengembangkan iklim perindustrian di NTB. Ditambah
lagi dengan masih tingginya tingkat pengangguran terbuka yang mengindikasikan masih
kurangnya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dari perspektif ekonomi.

Selain mendukung misi kepala daerah nomor 5, pelayanan pada Disnakertrans Prov.
NTB juga mendukung misi kepala daerah yaitu pada misi nomor 2 ” NTB BERSIH DAN
MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi,
bersih dari KKN dan berdedikasi”

Pada misi nomor 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi NTB tahun
2019-2023, salah satu tujuannya adalah meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat
dengan indikator kinerja indeks pelayanan publik.

Salah satu fungsi dari Disnhakertrans Prov. NTB adalah menyiapkan informasi bursa kerja
dalam negeri dan luar negeri. Tentunya informasi ini harus tersedia dalam bentuk infromasi
manual dan informasi berbasis elektronik.

Dalam rangka meningkatkan layanan informasi kepada pencari kerja dan sesuai dengan
kemajuan zaman, informasi pasar kerja berbasis elektronik menjadi suatu keharusan.

Dengan adanya informasi berbasis elektronik ini, penyebarluasan informasi menjadi lebih

cepat dan cakupan sasaran pencari kerja untuk mendapatkan informasi menjadi lebih banyak.
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Diharapkan masyarakat/ pencari kerja lebih siap dalam menyiapkan kompetensi sesuai

dengan jenis jabatan yang ditawarkan sehingga tidak tertipu oleh janji oknum/ Calo.

3.3
3.3.1

3.3.2

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/ Kota
Telaahan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan
Dalam Renstra Kementerian Ketenagakerjaan disebutkan bahwa peningkatan SDM yang
berkualitas memiliki andil yang sangat besar terhadap pembangunan nasional khususnya
pada aspek human capital dalam pembangunan Indonesia. Kebijakan pemerintah dalam
sektor ekonomi, sosial, dan politik akan mempengaruhi akselerasi pembangunan
ketenagakerjaan yang nantinya akan berpengaruh dalam akselerasi pembangunan
ketenagakerjaan nasional.
Beberapa permasalahan yang disebutkan dalam renstra K/L antara lain ketimpangan
ekonomi, middle income trap, daya saing tenaga kerja, sistem jaminan sosial nasional
(SJSN), pasar kerja dan penempatan kerja, hubungan industrial, pengawasan dan
perlindungan tenaga kerja yang belum optimal.
Sembillan agenda prioritas pembangunan ketenagakerjaan “ NAWA KERJA” yang juga

dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat

adalah:

1. Penguatan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional;

2. Percepatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja;

3. Percepatan Sertifikasi Profesi;

4. Perluasan Kesempatan Kerja Formal;

5. Penguatan Wirausaha Produktif;

6. Penciptaan Hubungan Industrial Yang Sehat dan Produktif;

7. Penegakan Hukum Ketenagakerjaan;

8. Peningkatan Perlindungan Pekerja Migran;

9. Pelayanan Ketenagakerjaan Sederhana, Transparan dan Akuntabel.

Telaahan Renstra Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI
Dalam Renstra K/L disebutkan bahwa ketimpangan pembangunan antar wilayah telah

menghasilkan suatu konsekwensi berupa pumusatan hasil pembangunan pada sebagian
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wilayah yang dapat berimplikasi pada terbentuknya daerah yang relatif tertinggal jika
dibandingkan dengan daerah lain.

Sejauh ini berbagai upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan pembangunan
antar daerah baik secara langsung maupun tidak langsung, baik yang berbentuk kerangka
regulasi maupun kerangka anggaran telah dilakukan diantaranya melalui pelaksanaan
transmigrasi.

Pembangunan ketransmigrasian memiliki peran strategis terutama dalam hal pemerataan
kesejahteraan, percepatan pembangunan wilayah hingga penyatuan bangsa Indonesia.
Pembangunan kawasan transmigrasi merupakan salah satu instrumen untuk mendorong
pembangunan desa melalui pemenuhan standar pelayanan minimum, khususnya desa-
desa dan kawasan perdesaan di daerah tertinggal dan perbatasan, daerah strategis cepat
tumbuh, pulau- pulau terluar, kepulauan dan pesisir pengembangan keterkaitan desa dan
kota di kawasan yang dipersiapkan sebagai kawasan perkotaan baru.

Tujuan yang akan dicapai oleh Kemendes PDT dan Transmgrasi yang berhubungan
dengan transmigrasi adalah menyiapkan dan meningkatkan pembangunan serta
pengembangan satuan permukiman dan desa di kawasan transmigrasi utamanya pada
kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan (tujuan ke 6) dan
meningkatkan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di
kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan,

daerah tertinggal, kawasan perdesaan yang terkonektifitas dengan pusat kegiatan
ekonomi wilayah (tujuan ke 7).

Tujuan tersebut diatas diterjemahkan dalam sasaran, strategi dan arah kebijakan Renstra
Disnakertrans Prov. NTB. Dimana sasaran pertama Renstra adalah meningkatnya
kesempatan kerja masyarakat yang dapat diukur melalui penyerapan atau penyaluran
tenaga kerja pada sektor informal pada kawasan transmigran. Adapun mengenai strategi
dana rah kebijakan yaitu strategi renstra untuk meningkatkan kwalitas penyelenggaraan
transmigrasi dan arah kebijakan berupa peningkatan kerjasama antar daerah serta

peningkatan kwalitas calon transmigran.

Telaahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram

Pemerintah Kota Mataram menetapkan Visi yang tertuang dalam RPJMD 2016 — 2021
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adalah “Terwujudnya Kota Mataram Yang Maju, Religius dan Berbudaya”. Dimana
Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram di dalam mewujudkan Visi melalui misi ketiga ,
yaitu: “Mendorong Kemajuan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
Berbasis Potensi Lokal Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera”,

Dan secara operasional telah menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan di
dalam Renstra 2016 — 2021 seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.1.
Tujuan, sasaran dan indikator tujuan
Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram

No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran
1) 2) 3) (4)
1 | Meningkatkan Tersedianya Tenaga Kerja | Persentase Pencari Kerja Yang
efekifitas Ia_yanan Yang terlatih Terlatih
ketenagakerjaan
Terlindunginya Tenaga Persentase penerapan aturan
Kerja Sesuai Ketentuan ketenagakerjaan oleh
perusahaan
Tersedianya Informasi Persentase penempatan tenaga
Ketenagakerjaan kerja
Meningkatkan Terlaksananya pengiriman
perekonomian masyarakat | tranmigran kedaerah
melalui pengiriman transmigrasi sesuali
transmigrasi ketentutuan

Dalam tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Disnaker Kota Mataram telah sejalan
dengan tujuan dan sasaran dalam Renstra Disnhakertrans Prov. NTB. Disnaker Kota
Mataram memiliki arah kebijakan yang memfokuskan pada pelatihan tenaga Kkerja,
perluasan penempatan tenaga kerja, pengawasan ketenagakerjaan dan pelaksanaan
transmigrasi. Dimana pada hakikatnya, hal tersebut telah sesuai dengan arah kebijakan
dari disnakertrsans NTB demi untuk mencapai perluasan kesempatan Kkerja dan
kondusivitas hubungan industrial di daerah NTB. Adapun beberapa faktor yang perlu
digaris bawahi dalam pencapaian kinerja disnaker kota mataram adalah masih rendahnya
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kesadaran perusahaan dalam mentaati peraturan-peraturan ketenagakerjaan. Hal ini dapat
dilihat dari jumlah kasus Hubungan Industrial, dimana yang terbanyak adalah berasal dari

Kota Mataram.

Telaahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lombok Timur
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Timur mendukung pelaksanaan misi no 3 kepala
daerah kabupaten Lombok Timur yang tertuang dalam RPJMD 2019 — 2023 yaitu
“Menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan
potensi lokal melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perdagangan,
perikanan, kelautan, pariwisata dan sumberdaya lainnya".

Secara operasional telah menetapkan tujuan, sasaran di dalam Renstra 2019 — 2023
seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.2.
Tujuan, sasaran dan indikator tujuan
Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lombok Timur

No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran
1) (2) 3) 4)
1 | Meningkatkan Terwujudnya Penempatan | 1. Persentase Serapan Tenaga

Kesejahteraan Tenaga

Kerja dan Pengembangan kerja didalam Dunia Kerja

Kompetensi dan
Produktivitas tenaga
Kerjaan

2. Persentase Tenaga Kerja
Terlatih dan Terdidik

3. Persentase LPKS Berbasis
Kompetensi dan
Terakreditasi

Terwujudnya Pelindungan | 1. Persentase  Penyelesaian
Ketenagakerjaan Kasus Ketenagakerjaan

2. Persentase Perusahaan
Taat Hukum
Ketenagakerjaan
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Terwujudnya Kerjasama Rasio Tingkat Keberhasilan
Antar Daerah Transmigran

Dalam Rencana Strategisnya, Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur juga
memprioritaskan pada penyerapan tenaga kerja dan perlindungannya. Disamping
menjalin kerjasama antar daerah untuk penempatan transmigran. Sehingga perlu
kooordinasi dan kerjasama dengan Disnakertrans Prov. NTB dalam rangka penyesuaian
sasaran obyek kegiatan dan program di daerah Lombok Timur. Faktor penghambat yang
mengahalangi pencapaian kinerja Disnakertran Lotim yaitu masih tingginya tingkat
pengangguran terbuka dan setengah pengangguran, kesempatan kerja pada sektor formal
yang minim, akreditasi lembaga pelatihan yang perlu ditingkatkan, dan masih banyaknya
PMI yang ilegal.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam perencanaan program-program
pembangunan daerah selalu memperthitungkan kajian tata ruang wilayah dan kajian
lingkungan hidup strategis. Kawasan unggulan agrobisnis, pariwisata dan industri
merupakan fungsi utama dalam prencanaan tata ruang provinsi NTB. Dimana akselarsi
pembangunan infrastruktur dan kawasan unggulan, revitalisasi sector-sektor unggulan,
dan pelestarian kawasan lindung menjadi penting untuk dikerjakan demi
mengembangkan kawasan bisnis dan pariwisata.

Dalam hal pola pemanfaatan ruang wilayah, ada dua rencana yang terkait dengan
hal ini yaitu rencana pengelolaan kawasan lindung dan rencana pengembangan kawasan
budidaya wilayah provinsi. Pada rencana kawasan budidaya provinsi, terdapat pola
perencanaan kawasan permukiman yang dapat dikembangkan di seluruh kabupaten kota.
Sehingga dari point tersebut, masih terbuka lebar kesempatan untuk program
pengembangan wilayah transmigirasi. Hal ini tentu harus diikuti dengan sarana prasarana
fasilitas pengembangan wilayah demi mendukung tercapainya pemerataan pembangunan

di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
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3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam penentuan isu-isu strategis perlu merangkum semua faktor yang saling terkait

dimulai dari tugas fungsi dinas tenaga kerja dan transmigrasi, visi misi kepala daerah,

tela’ahan renstra kementerian maupun kabupaten/kota, dan pola tata ruang dan wilayah.

Beberapa isu-isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam perencanaan

program-program kegiatan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kapasitas dan sarana prasarana yang dimiliki oleh BLK/LLK untuk
melaksanakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja baik didalam
maupun diluar negeri.

2. Informasi pasar kerja belum terkelola dengan optimal, masih lemahnya pembinaan
kepada lembaga penempatan tenaga kerja, dan pengembangan kesempatan Kerja
melalui usaha mandiri masih belum optimal

3. Masih rendahnya peran perangkat hubungan industrial dan sistem pengawasan
ketenagakerjaan dalam rangka menjaga kondusifitas iklim ketenagakerjaan.

4. Rencana Tenaga Kerja (RTK) daerah belum dipakai sebagai acuan dalam penentuan
jenis kejuruan keterampilan berbasis kompetensi bagi tenaga kerja di lembaga
pelatihan keterampilan.

5. Belum optimalnya pengelolaan kawasan transmigrasi dari segi perencanaan dan

pembinaan
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1.Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan rencana strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara

Barat adalah:

a) Tercapainya Penurunan Pengangguran Terbuka dengan indikator Tingkat
Pengangguran Terbuka.

b) Terwujudnya Pengelolaan Kawasan transmigrasi yang optimal dengan indikator
Cakupan pengelolaan Kawasan transmigrasi (Satuan Kawasan Permukiman)

Dalam rangka mendukung Tercapainya Penurunan Pengangguran Terbuka pada tujuan

Rencana Strategis pada huruf (a) didukung dengan sasaran :

v" Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat dengan indikator persentase penyerapan
angkatan kerja baik di sektor formal dan informal

v" Menurunnya perselisihan Hubungan Industrial demi iklim ketenagakerjaan yang
harmonis dengan indikator persentase penurunan kasus hubungan industrial yang
didaftarkan

Kemudian untuk mencapai tujuan Rencana Strategis pada huruf (b) didukung oleh sasaran:

v" Meningkatnya pembangunan dan kemandirian masyarakat transmigrasi dengan
indikator persentase kemandirian masyarakat.

Sesuai dengan tugas, fungsi Disnakertrans Prov. NTB untuk mencapai tujuan dan sasaran

dimaksud didukung oleh program prioritas yaitu : Program Perencanaan Tenaga Kerja,;

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja; Program Penempatan Tenaga

Kerja; Program Hubungan Industrial; Program Pengawasan Ketenagakerjaan; Program

Perencanaan Kawasan Transmigrasi; Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi;

Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB

memiliki tugas dan fungsi mendukung misi kepala daerah yaitu :

1. Misi 2, NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang

berintegritas,berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi.
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2. Misi 5, NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan,

mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian,

pariwisata dan industrialisasi.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

No | Tujuan | Sasaran | Indikator | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada
Tujuan/S Tahun Ke- :
Formulasi
asaran
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1) 2) @) 4) (5) ® [ @ | 8 9) (10)
1 Tercapai Tingkat 3,42 3,35 (3,30 |3,19 3,17
nya Penganggu
Penurun ran b
an Terbuka 2 Pengangguran -, o,
) Angkatan
Tingkat (TPT) 2 Kerja
Pengang
guran
Terbuka
Meningka | Persentase | 96,58 | 96,65 | 96,70 | 96,81 | 96,83
tnya penyerapa YAngkatan Kerja
Kesempat | n angkatan yang terserap. x 100 %
) ] Y Angkatan Kerja
an Kerja | kerja
Masyarak
at
Menurunn | Persentase | 11,94 | 13,56 | 15,69 | 18,60 | 22,86
ya penurunan
perselisih | angka Y Kasus HI Tahun(n — 1) —
an perselisina t%;zs(’;l)l x 100 %
Hubungan | n 2 tahun (n— 1)
Industrial | hubungan
demi industrial
iklim
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No | Tujuan | Sasaran | Indikator | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada
Tujuan/S Tahun Ke- .
Formulasi
asaran
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1) 2 @) 4) (5) (6) (7 (8) ) (10)
ketenagak
erjaan
yang
harmonis
2 | Terwuju Cakupan 75 75 75 75 75
dnya pengelolaa
pengelol n Kawasan Y kawasan yang
aan transmigra sudah dikelola
Kawasan si (Satuan 5 kawasan permukiman 100 %
transmig Kawasan
rasi yang Permukim
optimal an)
Meningka | Persentase | 93,75 | 93,75 | 93,75 | 93,75 | 100
tnya kemandiri
pembangu | an
nan dan masyaraka Y. satuan permukiman (UPT)
kemandiri |t yang masih dibina
an satuan permukiman (UPT) x100 %
) yang sudah diserahkan
masyarak
at
transmigr
asi
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4.2. Hubungan Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah Dengan Tujuan Dan Sasaran
RPJIJMD

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB memiliki tugas dan fungsi mendukung
misi kepala daerah nomor 5 yaitu NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui
penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi
inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi.
Pada misi 5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi NTB tahun 2019-2023,
tujuan utamanya adalah terwujudnya perindustrian yang unggul dengan indikator Kinerja
pertumbuhan industri di Provinsi NTB. Sedangkan tujuan renstra Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi NTB adalah merupakan salah satu sasaran dari misi yang kelima yaitu
menurunya pengangguran terbuka dengan indikator kinerja adalah tingkat pengangguran
terbuka. Diakhir periode lima tahunan diharapkan tingkat pengangguran ini dapat ditekan
menjadi 3,17 persen, dengan program prioritas sebagai berikut :

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program Penempatan Tenaga Kerja

Program Hubungan Industrial

Program Pengawasan Ketenagakerjaan

Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi

Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

N o gk~ w D E

Program Pengembangan kawasan Transmigrasi

Adapun sasaran disnakertrans NTB tahun 2019-2023 ada dua yaitu meningkatnya
kesempatan kerja masyarakat dan terjaganya hubungan industrial dan iklim ketenagakerjaan
yang harmonis. Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, dapat mengurangi angka
pengangguran. Hal ini dapat dicapai apabila tenaga kerja memiliki kompetensi yang
dibutuhkan pasar kerja. Sehingga penempatan tenaga kerja baik pada sektor formal maupun
informal dapat ditingkatkan. Penempatan tenaga kerja juga dapat dilakukan melalui program
pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi. Kedua program tersebut diharapkan
mampu memberikan peluang kerja bagi masyarakat pada sektor informal.

Sasaran Disnakertrans Provinsi NTB 2019-2023 yang kedua vyaitu hubungan
industrial dan iklim ketenagakerjaan yang harmonis. Kedua Hal tersebut dapat dijaga melalui
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kepastian hak-hak pekerja dalam pemenuhan standar hidup dan terjaminnya keselamatan dan
kesehatan kerja, sehingga konflik atau kasus hubungan industrial dapat ditekan untuk
menjaga kenyamanan berusaha.

Selain mendukung misi kepala daerah nomor 5, pelayanan pada Disnakertrans Prov.
NTB juga mendukung misi kepala daerah yaitu pada misi nomor 2 ” NTB BERSIH DAN
MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi,
bersih dari KKN dan berdedikasi”

Pada misi nomor 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi NTB tahun
2019-2023, salah satu tujuannya adalah meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat
dengan indikator kinerja indeks pelayanan publik.

Salah satu fungsi dari Disnakertrans Prov. NTB adalah menyiapkan informasi bursa kerja
dalam negeri dan luar negeri. Tentunya informasi ini harus tersedia dalam bentuk infromasi
manual dan informasi berbasis elektronik.

Dalam rangka meningkatkan layanan informasi kepada pencari kerja dan sesuai dengan
kemajuan zaman, informasi pasar kerja berbasis elektronik menjadi suatu keharusan.

Dengan adanya informasi berbasis elektronik ini, penyebarluasan informasi menjadi lebih
cepat dan cakupan sasaran pencari kerja untuk mendapatkan informasi menjadi lebih banyak.

Diharapkan masyarakat/ pencari kerja lebih siap dalam menyiapkan kompetensi sesuai

dengan jenis jabatan yang ditawarkan sehingga tidak tertipu oleh janji oknum/ Calo
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BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun 2019 sampai dengan 2023, perlu

disusun strategi dan arah kebijakan organisasi yang jelas dan terukur. Adapun strategi dan arah

kebijakan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1
Strategi Dan Arah Kebijakan
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Tercapainya 1. Meningkatnya | 1.1.Peningkatan pelatihan | 1.1.1. Meningkatkan
Penurunan Kesempatan produktivitas dan sertifikasi dan
Tingkat Kerja pengembangan standarisasi kompetensi
Pengangguran Masyarakat penempatan tenaga tenaga kerja dan calon
Terbuka kerja tenaga kerja
(TPT) 1.1.2. Meningkatkan
efektivitas dan
kontinuitas penempatan
tenaga kerja
2. Menurunnya | 2.1.  Peningkatan 2.1.1. Meningkatkan
perselisihan perlindungan hubungan pembinaan hubungan
Hubungan industrial, jaminan industrial dan
Industrial sosial tenaga kerja dan pengembangan
demi iklim pengembangan kesejahteraan tenaga
ketenagakerja pengawasan kerja
an yang ketenagakerjaan 2.1.2. Meningkatkan
harmonis Pengawasan
Ketenagakerjaan
Terwujudnya | Meningkatnya Peningkatan perencanaan Optimalisasi pencadangan
pengelolaan pembangunan dan | pembangunan dan tanah, penataan persebaran
Kawasan kemandirian pengembangan kawasan penduduk dan pembinaan
transmigrasi masyarakat transmigrasi penduduk pada satuan

yang optimal

transmigrasi

permukiman.
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

6.1. Program dan Kegiatan Berdasarakan Permendagri 13 (Tahun 2019-2020)
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya disnakertyrans Prov. NTB, terdapat program prioritas dalam rangka mencapai tujuan
perangkat daerah yaitu Tercapainya Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Program tersebut adalah Program
Penempatan dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi, Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program
Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Program Perluasan dan

Pengembangan Kesempatan Kerja, seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 6.1.
Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2019-2020 ( Sesuai Permendagri 13/2006)

Tercapai | Meningkat Indeks 97,68 97,68 97,68
nya nya Pelayana

Penurun Kualitas n Publik
an Pelayanan

Tingkat Kepada

Pengang | Masyarak
guran at

Terbuka
(TPT)
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Program | Meningkatn 2.514.706 3.028.937
Pelayan ya
an Pelayanan
Adminis | Administras
trasi i
Perkant | Perkanoran
oran
Penyedia | Jumlah Surat Surat 1.500 1.500 890 2.000 2.000
an jasa Yang Keluar
surat (Induk)
menyurat
Jumlah Surat Surat 300 300 2.000 300 2.500
Yang Keluar
(BLK)
Jumlah Surat Surat 500 500 1.350 500 1.350
Yang Keluar
(BPKPL)
Jumlah Surat Surat 192 192 2.875 192 2.875
Yang Keluar
(BPKPS)
Penyedia | Jumlah Jenis Jenis 4 4 204.724 4 300.000
an jasa (Induk)
komunik
asi,
sumber
daya air
dan
listrik
Jumlah Jenis Jenis 6 6 154.200 6 111.000
(BLK)
Jumlah Jenis Jenis 3 3 15.600 3 36.000
(BPKPL)
Jumlah Jenis Jenis 3 3 25.000 3 25.000
(BPKPS)
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Penyedia | Jumlah Jenis
an jasa (BPKPL)
peralatan
dan
perlengk
apan
kantor
Penyedia | Jumlah Unit Unit 21 21 28.000 21 30.000
an jasa (Induk)
pemeliha
raan dan
perizinan
kendaraa
n
dinas/ope
rasional
Jumlah Unit Unit 10 10 80.000 10 70.894
(BLK)
Jumlah Unit Unit 6 48.676 48.676
(BPKPS)
Penyedia Jumlah Org 8 8 79.243 8 80.000
an jasa Orang
administr (Induk)
asi
keuangan
Jumlah Org 4 4 46.163 4 62.876
Orang (BLK)
Jumlah Org 3 3 32.138 3 32.138
Orang
(BPKPL)
Jumlah Org 2 2 19.740 2 19.740
Orang
(BPKPS)
Penyedia Jumlah Org 22 22 534.493 22 550.000
an jasa Orang
kebersiha (Induk)
n kantor
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Jumlah 334.051 335.051
Orang (BLK)
Jumlah Org 4 4 149.414 4 101.111
Orang
(BPKPL)
Jumlah Org 3 3 75.643 3 99.823
Orang
(BPKPS)
Penyedia | Jumlah Jenis Jenis 60 60 9.507 60 20.000
an alat (Induk)
tulis
kantor
Jumlah Jenis Jenis 30 30 8.616 30 10.000
(BLK)
Jumlah Jenis Jenis 20 20 7.982 20 8.000
(BPKPL)
Jumlah Jenis Jenis 36 36 7.879 36 9.066
(BPKPS)
Penyedia | Jumlah Jenis | Eksem 14 14 12.223 14 20.000
an (Induk) plar
barang
cetakan
dan
penggan
daan
Jumlah jens Eksem 10 10 7.274 10 8.034
(BLK) plar
Jumlah Jenis | Eksam 2 2 5.000 2 6.000
(BPKPL) pler
Jumlah Jenis | Eksam 5 5 8.125 5 8.125
(BPKPS) pler
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Penyedia | Jumlah jenis
an (Induk)
kompone
n
instalasi
listrik/pe
nerangan
banguna
n kantor
Jumlah Jenis Jenis 50 50 6.904 50 11.000
(BLK)
Jumlah jenis Jenis 10 0 1.500
BPKPL)
Penyedia Jumlah Eksem 13 13 23.240 13 25.000
an bahan eksempelar plar
bacaan (Induk)
dan
peraturan
perundan
g-
undanga
n
Jumlah Eksem 12 12 4.640 12 6.000
eksempelar plar
(BLK)
Jumlah Eksem 12 12 1.440 12 1.440
eksempelar plar
(BPKPL)
Jumlah Eksem 1 1 2.447 1 2.447
eksempelar plar
(BPKPS)
Penyedia Jumlah orang 315 315 18.865 500 30.000
an Orang
makanan (Induk)
dan
minuman
Jumlah orang 450 500 22.500 400 25.000
Orang
(Induk)
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Jumlah orang 30 6.000 6.000
Orang
BPKPL
Jumlah orang 400 10.000 10.000
Orang
(BPKPS)
Penyelar Jumlah oT 20 20 135.058 30 197.469
asan Orang Trip
Program (Induk)
Pemerint
ah Pusat
dan
Daerah
Jumlah oT 5 9 31.972 7 70.000
Orang Trip
(BLK)
Jumlah oT 4 4 28.307 4 45.000
Orang Trip
(BPKPL)
Jumlah oT 7 7 45.279 7 45.279
Orang Trip
(BPKPS)
Penyedia Jumlah Org 3 3 116.200 5 125.000
an jasa Orang
administr (Induk)
asi dan
teknis
perkantor
an
Penyelar Jumlah oT 20 20 50.200 70 233.135
asan Orang Trip
Program (Induk)
Pemerint
ah
Provinsi
dan
Kabupate
n/Kota
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Jumlah oT 20 40 16.488 40 36.000
Orang Trip
(BLK)
Jumlah oT 25 25 24.663 25 30.000
Orang Trip
(BPKPL)
Jumlah oT 13 13 46.107 13 52.107
Orang Trip
(BPKPS)
Penyedia Jumlah orang 2 2 0 2 48.303
an Jasa Orang
keamana (BPKPL)
n Kantor
Program | Meningkatn % 100 100 1.699.028 100 641.526
Peningk ya Sarana
atan dan
Sarana Prasarana
dan Aparatur
Prasara
na
Aparatu
r
Pengadaa | Jumlah Unit Unit 1 1 30.000 0
n Kendaraan
Kendaraa | Dinas/Operas
n ional (Induk)
Dinas/Op
erasional
Pengadaa | Jumlah Unit Unit 1 1 15.000 6 142.089
n perlatan dan
Peralatan | perlengkapan
dan kantor
Perlengk (Induk)
apan
Kantor
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Jumlah Jenis Jenis 1 0 0
perlatan dan
perlengkapan
kantor
(BLK)
Jumlah Jenis Jenis 3 3 4.056 3 4.056
perlatan dan
perlengkapan
kantor
(BPKPS)
Pemeliha Jumlah Gedun 2 2 6.000 2 75.000
raan Gedung g
rutin/ber Yang
kala Dipelihara
gedung (Induk)
kantor
Jumlah Gedun 1 2 21.000 3 40.381
Gedung g
(BLK)
Jumlah Gedun 1 0 0
Gedung g
(BPKPS)
Pemeliha | Jumlah Unit Unit 21 21 93.534 21 150.000
raan (Induk)
rutin/ber
kala
kendaraa
n
dinas/ope
rasional
Pemeliha | Jumlah Jenis Jenis 21 21 51.638 21 55.000
raan (Induk)
rutin/ber
kala
peralatan
dan
perlengk
apan
kantor
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Jumlah Jenis 44.350
(BLK)
Jumlah Jenis Jenis 5 43.450 45.000
(BPKPL)
Jumlah Jenis Jenis 4 10.000 10.000
(BPKPS)
Rehabilit Jumlah Gedun 1 1 180.000 0
asi Gedung g
sedang/b (Induk)
erat
rumah
gedung
kantor
Jumlah Gedun 8 8 1.200.000 1 75.000
Gedung g
(BLK)
Program | Meningkatn % 100 100 139.708 100 169.973
Peningk ya
atan Kapasitas
Kapasita Sumber
S Daya
Sumber Aparatur
Daya
Aparatu
r
Pendidik Jumlah Org 3 3 73.908 5 103.008
an dan Orang Yang
pelatihan Dibina
formal (Induk)
Jumlah Org 5 5 50.000 5 5.665
Orang Yang
Dibina
(BLK)
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Pembina Jumlah
an Orang

mental (Induk)
dan fisik
aparatur
Program | Meningkatn % 100 100 394.029 100 415.478
Peningk ya

atan Pengemban

Pengem gan Sistem
bangan Pelaporan

Sistem Capaian
Pelapora | Kinerja dan
n Keuangan
Capaian
Kinerja
dan
Keuanga
n
Penyusu | Jumlah Jenis Jenis 3 3 46.184 3 40.478
nan Laporan
laporan (Induk)
capaian
kinerja
dan
ikhtisar
realisasi
kinerja
SKPD
Jumlah Jenis lap 1 1 7.722 1 7.722
Laporan
(BPKPS)
Penyusu | Jumlah Jenis | Jumlah 0 0 1 20.000
nan Laporan Jenis

pelapora (Induk)
n
keuangan
akhir
tahun
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Jumlah Jenis Jenis 5 5 7.701 5 9.000
Laporan
(BLK)
Jumlah Jenis Jenis 1 1 3.937 1 3.937
Laporan
(BPKPS)
Penyusu | Jumlah Jenis Jenis 4 4 69.440 4 70.000
nan Rencana
Rencana Kerja
Kerja (Induk)
SKPD
Jumlah Jenis Jenis 10 10 21.805 10 27.828
Rencana
Kerja (BLK)
Jumlah Jenis | laporan 1 1 7.159 1 8.000
Laporan
(BPKPL)
Jumlah Jenis | laporan 1 1 10.863 1 11.013
Laporan
(BPKPS)
Penyebar | Jumlah Jenis Jenis 6 6 219.219 6 217.500
an Media KIE
Informas (Induk)
i
Pembang
unan
Daerah
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Program | Meningkatn
Peningk ya
atan Kapasitas
Kapasita | Pengelolaan
S Keuangan
Pengelol Daerah
aan
Keuanga
n
Daerah
Peningka | Jumlah Jenis Jenis 1 1 26.783 1 33.774
tan Laporan
Manajem (Induk)
en Aset
/Milik
Daerah
Jumlah Jenis Jenis 1 1 25.337 1 22.387
Laporan
(BLK)
Jumlah Lapora 1 1 11.178 1 11.375
Laporan n
(BPKPL)
Jumlah Lapora 1 1 21.628 1 22.012
Laporan n
(BPKPS)
Program | Meningkatn % 100 100 154.192 100 812.586
Peningk ya
atan Perencanaa
Perenca n dan
naan Pelaporan
dan
Pelapora
n
Monitori Jumlah oT 22 0 22 75.000
ng, Orang Trip
Evaluasi (Induk)
dan
Pelapora
n
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Penyusu Jumlah Org 125.000
nan Orang
Perencan
aan
Program/
Kegiatan

Pengend Jumlah oT 70 0 70 125.000
alian Orang Trip
Ketenaga
kerjaan
dan
Transmig
rasi
Penyusu | Jumlah Buku Ekspl 25 0 25 137.586
nan PTKD
Rencana
Tenaga
Kerja
Daerah
Penyusu | Jumlah Buku Ekspl 40 40 55.642 50 50.000
nan Buku Data
Data
Ketenaga
kerjaan

Penyusu | Jumlah Buku Ekspl 50 0 50 50.000
nan buku Data
data
perkemb
angan
dan
kesejahte
raan
transmigr
andi
UPT
Bina
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Musyaw
arah
Rencana
Pembang
unan
Ketenaga
kerjaan
di NTB
(Rembug
Ketenaga

kerjaa)

Peserta

Orang

125.000

Pengukur
an Indeks
Pembang
unan
Ketenaga
kerjaan
(IPK)

Jumlah
Laporan IPK

Ekspl

50

50

125.000

Meningkat
nya
Kualitas,
Daya
Dukung
dan Daya
Tampung
Lingkunga
n Hidup

Indeks
Kualitas
Tutupan

Lahan

Indeks

60,03

60,13

Program
Penemp
atan dan
Pengem
bangan
Wilayah
Transmi
grasi

Cakupan
Penempatan
Transmigra

n

%

75

80

157.500

85

166.074
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Optimali Jumlah
sasi Dokumen
Pertanah
an
Transmig
rasi SK
HPL dan
1zin
Prinsip
Pelepasa
n
Kawasan
Hutan
(IPPKH)
Penyuluh | Jumlah KK KK 80 0 0
an dan
Seleksi
Calon
Transmig
rasi
(Catrans)
Naskah Jumlah Dok 4 4 50.000 4 60.000
Kerjasam Dokumen
a Antar
Daerah
(KSAD)

Bimtek Jumlah Org 60 60 0 60 22.500
Kewiraus | Transmigran

ahaan Yang
Dibimtek

Bimtek Jumlah Org 30 0 30 22.500
pengolah | Transmigran
an hasil Yang
pertanian Dibimtek
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Pengemb Jumlah Org 60 60 62.500 0
angan Transmigran
dan Yang
Pemberd | diberdayakan
ayaan di UPT Bina

Masyara
kat
Transmig
ran di
UPT
Bina
Menurunn | Tingkat % 3,72 3,39 3,26
ya Tingkat | Pengang
Penganggu guran
ran Terbuka
Terbuka
Program Besaran % 85 85 867.500 86 914.723
Peningk Tenaga
atan Kerja Yang
Kualitas | Mendapatk
dan an Pelatihan
Produkti Berbasis
vitas Kompetensi
Tenaga
Kerja
Akredita | Jumlah LPK | Lemba 45 0 45 175.000
si yang ga

Lembaga | terakreditasi
Pelatihan (Induk)

Kerja
(KA-
LPK)
Pemberd Jumlah Lemba 1 1 37.691 1 40.000
ayaan lembaga ga
Lembaga yang
Pelatihan | diberdayakan

(Induk)
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Peningka Jumlah Org 127.261 139.987
tan Orang
Kapasita (Induk)
s Calon
Tenaga
Kerja ke
Luar
Negeri
Rekruitm Jumlah Org 100 0 100 40.000
en dan Orang
Seleksi (Induk)
Pemagan
gan Luar
Negeri
Identifik Jumlah Dok 1 1 0 1 32.000
asi Dokumen
Kebutuh Hasil
an Identifikasi
Pelatihan (Induk)
Sosialisa Jumlah Org 100 100 37.548 100 30.374
si Asean Orang
Skill (Induk)
Competit
ion
(ASC)
Pengadaa | Jumlah Unit Unit 50 50 640.000 20 227.362
n (BLK)
Peralatan
Pendidik
an dan
Keteram
pilan
Bagi
Pencari
Kerja
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Pelatihan Jumlah 200.000
Kerja Orang yang
Berbasis dilatih
Kompete berbasis
nsi Bagi kompetensi
Pencari (BLK)
Kerja
Monitori | Jumlah Oang oT 5 5 25.000 5 30.000
ng dan Trip (BLK)
Evaluasi
Peningka
tan
Kualitas
dan
Produkti
vitas
Tenaga
Kerja
Program Besaran % 70 71 255.187 72 269.078
Perlindu Sengketa
ngan Pengusaha-
dan Pekerja
Pengem
bangan
Lembag
a
Ketenag
akerjaan
Pengemb Jumlah Lemba 10 10 29.433 10 35.000
angan Lembaga ga
Kelemba Tripartit
gaan (Induk)
Peningka
tan
Efektivit
as
Lembaga
Kerjasam
a (LKS)
Tripartit
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Pemberd Jumlah

ayaan Orang
Ketenaga (Induk)
kerjaan
Pada
Peringata
n Hari
Buruh
Internasi
onal
Pengemb Jumlah Kab/K 10 10 51.590 10 65.000
angan Dokumen ota
Sistem UMP/UMK
Pengupa (Induk)
han
Daerah
Pembina Jumlah Perusa 10 10 31.455 35 57.000
an Perusahaan haan
Hubunga | Yang Dibina
n (Induk)
Industrial
dan
Jaminan
Sosial
Tenaga
Kerja di
Perusaha
an
Pengemb Jumlah Org 400 400 53.275 400 30.000
angan Orang
Lingkun (BPKPL)
gan
Sosial
dan
Pengujia
n
Kesehata
n Kerja
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Pengemb
angan
Lingkun
gan
Sosial
dan
Pengujia
n
Kesehata
n Kerja

Jumlah
Orang
(BPKPS)

Org

Program
Pengawa
san
Ketenag
akerjaan

Besaran
Pemeriksaa
n
Perusahaan

%

95

95

424.328

100

447.427

Advokasi
Peningka
tan
Pemaha
man
Peraturan
Perundan
g-
undanga
n Norma
K3

Jumlah
Perusahaan
(Induk)

Perusa
haan

25

10

25.000

35.000

Pembina
an dan
Pengawa
san
Pelaksan
aan
Norma
Ketenaga
kerjaan
di
Tempat
Kerja

Jumlah
Perusahaan
(Induk)

Perusa
haan

25

15

45.000

35.824
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Pembina Jumlah
an dan Perusahaan haan
Pengawa (Induk)
san
Pelaksan
aan
Norma
Keselam
atan dan
Kesehata
n Kerja
(K3)
Koordina Jumlah oT 4 4 20.000 4 55.000
si Orang Trip
Pengawa (Induk)
san dan
Pemeriks
aan
Tempat
Penampu
ngan
CPMI
Pemetaa Dokumen Dok 1 0 0 0
n Kasus Hasil
Ketenaga Pemetaan
kerjaan Kasus
(Induk)
Temu Jumlah Perusa 25 25 35.000 0
Teknis Perusahaan haan
Konsulta (Induk)
si
Penegaka
n Hukum
Pendataa Jumlah Perusa 22 22 35.000 22 35.000
n Obyek Perusahaan haan
Keselam (BPKPL)
atan dan
Kesehata
n Kerja
di
Perusaha
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Pengawa Jumlah Perusa 22 22 35.000 22 35.000
san dan Perusahaan haan
Pemeriks (BPKPL)
aan
Norma
Kerja di
Perusaha
an
Penanga Jumlah Kasus 20 20 0 20 30.000
nan Kasus
Kasus (BPKPL)
Ketenaga
kerjaan
Pemeriks Jumlah oT 3 3 20.000 3 15.000
aan Orang Trip
CTKI Ke (BPKPL)
Tempat
Penampu
ngan
Monitori Jumlah oT 20 20 31.725 20 24.000

ng dan Orang Trip
Evaluasi (BPKPL)
Pelaksan
aan
Program
Pengawa
san
Ketenaga
kerjaan
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Pembina Jumlah
an dan Perusahaan haan
Pengawa (BPKPS)
san
Pelaksan
aan
Norma
Ketenaga
kerjaan
di
Tempat
Kerja
Pembina Jumlah Perusa 20 20 25.300 20 25.300
an dan Perusahaan haan
Pengawa (BPKPS)
san
Pelaksan
aan
Norma
Keselam
atan dan
Kesehata
n Kerja
(K3)
Pengawa Jumlah Perusa 20 20 15.544 20 15.544
san dan Perusahaan haan
pengujia (BPKPS)
n sarana
keselama
tan dan
kesehata
n kerja
(K3) di
perusaha
an pulau
sumbawa
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Pengawa Jumlah
san Perusahaan haan
pelaksan (BPKPS)
aan
norma
kerja di
perusaha
an pulau
sumbawa
Penyidik Jumlah Kasus 1 1 19.216 1 19.216
an Kasus
Tindak (BPKPS)
Pidana
Ketenaga
kerjaan
Monitori Jumlah oT 20 20 35.398 20 35.398
ng dan Orang Trip
Evaluasi (BPKPS)
Pelaksan
aan
Program
Pengawa
san
Ketenaga
kerjaan
Program Besaran % 90 90 1.589.888 91 1.676.436
Perluasa Pencari
ndan Kerja Yang
Pengem Terdaftar
bangan Yang
Kesemp | Ditempatka
atan n
Kerja
Penanga Jumlah Org 2700 2.700 470.821 2.700 542.743
nan Orang
Pekerja
Migran
Indonesi
a
Bermasal
ah
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Layanan Jumlah org 142.825 251.307
Terpadu Orang
Satu
Pintu
Pelayana Jumlah Org 300 300 155.000 300 50.000
n Orang
Perizinan
Tenaga
Kerja
Asing
Padat Jumlah Org 74 - 0 74 162.000
Karya Orang
Produktif
Informas Jumlah Org 4000 4.000 153.957 4.000 153.000
i Pasar Orang
Kerja
(Job
Fair)
Pemberd Jumlah Org 200 200 667.286 200 230.385
ayaan Orang
Tenaga
Kerja
Mandiri
Peluang Jumlah Org 30 - 0 30 50.000
Kerja Orang
Melalui
Antar
Kerja
Antar
Daerah
dan
Antar
Kerja
Antar
Negara
Padat Jumlah Org 74 - 0 74 162.000
Karya Orang
Infrastru
ktur
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Pemberd Jumlah Org 45 0 45 75.000
ayaan Orang
Tenaga
Kerja
Mandiri
(TKM)
Ex. TKI
Purna
Pelatihan Jumlah Org 0 - 0 0 0
Calon Calon PMI
Pekerja yang dilatih
Migran
Indonesi

a
(BLKLN
)

8.280.991 8.631.785 - -
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6.2.

Program dan Kegiatan Berdasarakan Permendagri 90 (Tahun 2021-2023)

Sesuai dengan Revisi Renstra Disnakertrans Prov NTB tahun 2019-2023 penyusunan program/ kegiatan mengalami perubahan,
sebelumnya Permendagri 19 berubah menjadi Permendagri 90. Dalam mencapai tujuan perangkat daerah, Disnakertrans di dukung
oleh 8 program prioritas antara lain : Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga
Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi, Program Pembangunan Kawasan
Transmigrasi, Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Program Hubungan Industrial dan Program Pengawasan

Ketenagakerjaan. Berikut Rencana Program dan Kegiatan, seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 6.2
Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021-2023 (Sesuai Permendagri 90/2019)

Indikator
Ft<'ne"Ja Dat_a Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
rogram Capaian :
Program, (Outcome - periode Renstra
Tujuan Sasaran Indikat Kode Kegiatan, ) dan Sat tzhun e o P o o Disnakertrans
Strategis or SubKegiata Kegiatan/ —
n A
SubKegia Perenca T T
tan naan :{g Rp. 2{ Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(Output) 9
Tercapai Mening
g)e,?]urun Kl
= Kualitas Indeks
Tingkat :re]'aya” zre]'aya" "Ilge 69,77 85,00 87,00 90,00 90,00
:S?gsng Kepada Publik
Terbuka kMailsyara
(TPT)
2.07.01 Program
Penunjang _
Urusan Nilai Inde
Pemerintah Lakip ke 69,77 85,00 20.015.190.183,00 87,00 22.193.454.620,79 90,00 25.563.372.366,36 90,00 67.772.017.170,15
Daerah OPD
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Indikator
PK"'“?"Ja Dat_a Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
Program, rogram Sanaial periode Renstra
. 5 (Outcome pada .
Tujuan Sasaran Indikat Kode Kegiatan, ) dan sat tahun B B - Disnakertrans
Strategis or SubK:glata Kegiatan/ e
SubKegia Perenca
tan naan Rp. Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(Output)
2.07.01.1 Perencanaa Laporan doku 23 23 294.917.700,00 23 329.663.585,00 23 381.238.079,00 23 1.005.819.364,00
.01 n, Perencan men
Pengangga aan,
ran, dan Pengangg
Evaluasi aran, dan
Kinerja Evaluasi
Perangkat Kinerja
Daerah Perangka
t Daerah
2.07.01.1 Penyusunan Jumlah doku 1 1 114.151.000,00 1 119.858.550,00 1 133.830.260,00 1 367.839.810,00
.01.01 Dokumen dokumen men
Perencanaan
Perangkat
Daerah
(SKPD
INDUK)
2.07.01.1 Koordinasi Jumlah doku 1 1 14.526.200,00 1 15.252.510,00 1 18.303.012,00 1 48.081.722,00
.01.02 dan dokumen men
Penyusunan (INDUK)
Dokumen
RKA SKPD
Jumlah doku 1 1 8.455.200,00 1 8.877.960,00 1 10.653.552,00 1 27.986.712,00
dokumen men
(UPTD
BLK
DLN)
Jumlah doku 1 1 4.939.000,00 1 5.185.950,00 1 6.223.140,00 1 16.348.090,00
dokumen men
(UPTD
BPKK3 P.
LOMBOK
)
Jumlah doku 1 1 1 5.000.000,00 1 6.000.000,00 1 11.000.000,00
dokumen men
(UPTD
BPKK3 P.
SUMBA
WA)
2.07.01.1 | Koordinasi Jumlah doku 1 1 16.300.000,00 1 17.115.000,00 1 20.538.000,00 1 53.953.000,00
.01.03 dan dokumen men
Penyusunan (INDUK)
Dokumen
Perubahan Jumlah doku 1 1 8.455.200,00 1 8.877.960,00 1 10.653.552,00 1 27.986.712,00
RKA-SKPD dokumen men
(UPTD
BLK
DLN)
Jumlah doku 1 1 1 2.500.000,00 1 3.000.000,00 1 5.500.000,00
dokumen men
(UPTD
BPKK3 P.
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Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Provinsi NTB

Tujuan

Sasaran
Strategis

Indikat
or

Kode

Program,
Kegiatan,
SubKegiata
n

Indikator
Kinerja
Program
(Outcome
) dan
Kegiatan/
SubKegia
tan
(Output)

Sat.

Data
Capaian
pada
tahun
awal
Perenca
naan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2021 2022

2023

Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra
Disnakertrans

Rp.

Rp.

Target

Rp. Target Rp.

Target

Rp.

Target Rp.

LOMBOK
)

Jumlah
dokumen
(UPTD
BPKK3 P.
SUMBA
WA)

doku

1 2.500.000,00

3.000.000,00

1 5.500.000,00

2.07.01.1
.01.04

Koordinasi
dan
Penyusunan
DPA-SKPD

Jumlah
dokumen
(INDUK)

doku

9.614.800,00 1

10.095.540,00

12.114.648,00

1 31.824.988,00

Jumlah
dokumen
(UPTD
BLK
DLN)

doku
men

8.455.200,00 1

8.877.960,00

10.653.552,00

1 27.986.712,00

Jumlah
dokumen
(UPTD
BPKK3 P.
LOMBOK
)

doku

5.046.000,00 1

5.298.300,00

6.357.960,00

1 16.702.260,00

Jumlah
dokumen
(UPTD
BPKK3 P.
SUMBA
WA)

doku
men

1 5.000.000,00

6.000.000,00

1 11.000.000,00

2.07.01.1
.01.05

Koordinasi
dan
Penyusunan
Perubahan
DPASKPD

Jumlah
dokumen
(INDUK)

doku
men

6.967.600,00 1

7.315.980,00

8.779.176,00

1 23.062.756,00

Jumlah
dokumen
(UPTD
BLK
DLN)

doku
men

8.455.200,00 1

8.877.960,00

10.653.552,00

1 27.986.712,00

Jumlah
dokumen
(UPTD
BPKK3 P.
LOMBOK

)

doku
men

4.939.000,00 1

5.185.950,00

6.223.140,00

1 16.348.090,00

Jumlah
dokumen
(UPTD
BPKK3 P.
SUMBA

doku
men

1 5.000.000,00

6.000.000,00

1 11.000.000,00
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(EC\ | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
a4 Provinsi NTB
Indikator
PK"'W—"’Ja Dat_a Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
Program, rogram Sanaial periode Renstra
. 5 (Outcome pada .
Tujuan Sasaran Indikat Kode Kegiatan, ) dan sat tahun T B B - Disnakertrans
Strategis or SubK:glata Kegiatan/ e
SubKegia Perenca T
tan naan el Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(Output) get
WA)
2.07.01.1 Koordinasi Jumlah doku 5 5 11.824.800,00 5 12.416.040,00 5 14.899.248,00 5 39.140.088,00
.01.06 dan dokumen men
Penyusunan
Laporan
Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja
SKPD
2.07.01.1 Evaluasi Jumlah doku 1 1 72.788.500,00 1 76.427.925,00 1 87.355.287,00 1 236.571.712,00
.01.07 Kinerja dokumen men
Perangkat
Daerah
2.07.01.1 | Administra Laporan doku 9 9 16.147.373.377,00 9 17.862.453.702,83 9 20.565.826.958,02 9 54.575.654.037,85
.02 si Administ men
Keuangan rasi
Perangkat Keuanga
Daerah n
2.07.01.1 Penyediaan Jumlah Oran 215 215 15.961.992.977,00 215 17.669.202.262,83 215 20.352.144.566,02 215 53.983.339.805,85
.02.01 Gaji dan Gaji dan [s}
Tunjangan Tunjangan
ASN ASN
2.07.01.1 | Penyediaan Jumlah Oran 2 2 106.670.000,00 2 106.670.000,00 2 117.337.000,00 2 330.677.000,00
.02.02 Administras Tenaga [o}
i Administr
Pelaksanaan asi
Tugas ASN Pelaksana
an Tugas
ASN
(Induk)
2.07.01.1 | Koordinasi Jumlah Doku 2 2 10.052.800,00 2 11.058.080,00 2 13.269.696,00 2 34.380.576,00
.02.04 dan Laporan men
pelaksanaan (Induk)
akuntansi
SKPD
Jumlah Doku 1 1 37.454.100,00 1 41.199.510,00 1 45.319.461,00 1 123.973.071,00
Laporan men
(BLK
DLN)
Jumlah Doku 1 1 9.800.000,00 1 10.780.000,00 1 11.858.000,00 1 32.438.000,00
Laporan men
(BPKPL)
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(,,g\ Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

a=td Provinsi NTB
Indikator
I;T'Lr‘gergri Ca?paa\t:a\n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
. Prog_ram, (Outcome pada periode Renstra
Tujuan Ss,tariat;ag Ing:’kat Kode SK;&lzt?;t,a ) dan sat. T P o il R AT Disnakertrans
9 u ng Kegiatan/ awal
SubKegia Perenca Tar Tar
tan naan etg Rp. it Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(Output) 9
Jumlah Doku 1 1 3.435.300,00 1 3.778.830,00 1 4.156.713,00 1 11.370.843,00
Laporan men
(BPKPS)
2.07.01.1 Koordinasi Jumlah Doku 1 1 6.101.900,00 1 6.712.090,00 1 7.383.299,00 1 20.197.289,00
.02.05 dan Laporan men
Penyusunan (Induk)
Laporan
Keuangan
Akhir
Tahun
SKPD
Jumlah Doku 1 1 7.212.300,00 1 7.933.530,00 1 8.726.883,00 1 23.872.713,00
Laporan men
(BLK
DLN)
Jumlah Doku 1 1 4.654.000,00 1 5.119.400,00 1 5.631.340,00 1 15.404.740,00
Laporan men
(BPKPL)
2.07.01.1 | Administra Laporan doku 4 4 23.519.700,00 4 25.871.670,00 4 57.500.000,00 4 106.891.370,00
.03 si Barang Barang men
Milik Milik
Daerah Daerah
pada
Perangkat
Daerah
2.07.01.1 Penatausaha Jumlah Lapo 1 1 9.359.600,00 1 10.295.560,00 1 25.000.000,00 1 44.655.160,00
.03.06 an Barang BMD ran
Milik (Induk)
SDlieprgh pada i Lapo 1 1 9.141,000,00 1 10.055.100,00 1 15.000.000,00 1 34.196.100,00
BMD ran
(BLK
DLN)
Jumlah Lapo 1 1 4.253.000,00 1 4.678.300,00 1 10.000.000,00 1 18.931.300,00
BMD ran
(BPKPL)
Jumlah Lapo 1 1 766.100,00 1 842.710,00 1 7.500.000,00 1 9.108.810,00
BMD ran
(BPKPS)
2.07.01.1 | Administra Jumlah oran 182 182 182.138.400,00 182 200.352.240,00 182 232.364.440,00 182 614.855.080,00
.05 si ASN yang g
Kepegawai mendapat
an pelatihan
Perangkat
Daerah
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(,,c\ | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
a4 Provinsi NTB
Indikator
PK"'W—"’Ja Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
Program, rogram Sanaial periode Renstra
. 5 (Outcome pada .
Tujuan Sasaran Indikat Kode Kegiatan, ) dan sat. tahun B T B B - Disnakertrans
Strategis or SubK:glata Kegiatan/ e
SubKegia Perenca T T
tan naan arg Rp. el Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(Output) et get
2.07.01.1 Monitoring, Jumlah Oran 177 177 23.250.400,00 177 25.575.440,00 177 38.363.160,00 177 87.189.000,00
.05.05 evaluasi dan | ASN yang g
penilaian di diklat
kinerja Formal
pegawai (Induk)
2.07.01.1 Pendidikan Jumlah Oran 5 5 3.970.000,00 5 4.367.000,00 5 6.550.500,00 5 14.887.500,00
.05.09 dan ASN yang g
Pelatihan di diklat
Pegawai Formal
Berdasarkan (BLK
Tugas dan DLN)
Fungsi Jumlah Oran 15 9 154.918.000,00 9 170.409.800,00 9 187.450.780,00 9 512.778.580,00
ASN yang g
di diklat
Formal
(BPKPL)
2.07.01.1 | Administra | laporan doku 28 28 758.140.241,00 28 681.679.106,99 28 957.635.088,28 28 2.397.454.436,27
.06 si Umum administr men
Perangkat asi umum
Daerah
2.07.01.1 Penyediaan Jumlah Jenis 11 11 6.034.600,00 11 6.638.060,00 11 7.301.866,00 11 19.974.526,00
.06.01 Komponen Instalasi
Instalasi Listrik
Listrik/Pene (Induk)
rangan Jumlah Jenis 25 25 14.660.700,00 25 16.126.770,00 25 17.739.447,00 25 48.526.917,00
Bangunan Instalasi
Kantor Listrik
(BLK
DLN)
Jumlah Jenis 5 5 1.604.000,00 5 1.764.400,00 5 1.940.840,00 5 5.309.240,00
Instalasi
Listrik
BPKPL)
Jumlah Jenis 5 5 5 1.500.000,00 5 1.650.000,00 5 3.150.000,00
Instalasi
Listrik
BPKPS)
2.07.01.1 Penyediaan Jumlah Jenis 5 5 55.047.100,00 8 75.000.000,00 8 89.489.886,56 21 219.536.986,56
.06.02 peralatan peralatan
dan kantor
perlengkapa (Induk)
n kantor Jumiah Jenis 50 06 371.145.060,60 15 150.000.060,60 i5 285.000.000,00 70 806.145.000,00
peralatan
kantor
(BLK
DLN)
Jumlah Jenis 5 25.000.000,00 5 27.500.000,00 10 52.500.000,00
peralatan
kantor
(BPKPL)
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(,,Q\ | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
a4 Provinsi NTB
Indikator
PK"'W—"’Ja Dat_a Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
Program, rogram Sanaial periode Renstra
. 5 (Outcome pada .
Tujuan Sasaran Indikat Kode Kegiatan, ) dan sat tahun B T B B - Disnakertrans
Strategis or SubK:glata Kegiatan/ e
SubKegia Perenca T T
tan naan arg Rp. el Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(Output) et get
Jumlah Jenis 5 25.000.000,00 5 27.500.000,00 10 52.500.000,00
peralatan
kantor
(BPKPS)
2.07.01.1 Penyediaan Jumlah Jenis 30 30 18.534.441,00 30 20.387.885,10 30 26.504.250,63 30 65.426.576,73
.06.04 Bahan Jenis ATK
Logistik (Induk)
Kantor Jumlah Jenis 15 15 15.053.700,00 15 16.559.070,00 15 21.526.791,00 15 53.139.561,00
Jenis ATK
(BLK
DLN)
Jumlah Jenis 10 10 15.615.400,00 10 17.176.940,00 10 22.330.022,00 10 55.122.362,00
Jenis ATK
(BPKPL)
Jumlah Jenis 18 18 2.909.500,00 18 3.200.450,00 18 4.160.585,00 18 10.270.535,00
Jenis ATK
(BPKPS)
2.07.01.1 Penyediaan Jumlah Ekse 7 7 7.798.700,00 7 8.578.570,00 7 10.294.284,00 7 26.671.554,00
.06.05 Barang Cetak dan mpla
Cetakan dan | Penggand r
Penggandaa aan
n (Induk)
Jumlah Ekse 5 5 10.891.100,00 5 11.980.210,00 5 14.376.252,00 5 37.247.562,00
Cetak dan mpla
Penggand r
aan (BLK
DLN)
Jumlah Eksa 1 1 3.856.300,00 1 4.241.930,00 1 5.090.316,00 1 13.188.546,00
Cetak dan mple
Penggand r
aan
(BPKPL)
Jumlah Eksa 3 3 4.050.000,00 3 4.455.000,00 3 5.346.000,00 3 13.851.000,00
Cetak dan mple
Penggand r
aan
(BPKPS)
2.07.01.1 | Penyediaan Jumlah Ekse 7 7 8.460.000,00 7 9.306.000,00 7 10.236.600,00 7 28.002.600,00
.06.06 Bahan eksempela mpla
Bacaan dan r (Induk) r
Peraturan
Perundang-
undangan
Jumlah Ekse 6 6 8.698.500,00 6 9.568.350,00 6 10.525.185,00 6 28.792.035,00
eksempela mpla
r (BLK r
DLN)
Jumlah Ekse 6 6 7.200.000,00 6 7.920.000,00 6 8.712.000,00 6 23.832.000,00
eksempela mpla
r (BPKPL) r
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(,’C\ | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
a=td Provinsi NTB
Indikator
PK"'“?"Ja Dat_a Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
Program, rogram CEEEn periode Renstra
. 5 (Outcome pada .
Tujuan Sasaran Indikat Kode Kegiatan, ) dan sat tahun B T B B - Disnakertrans
Strategis or SubK:glata Kegiatan/ e
SubKegia Perenca T T
tan naan arg Rp. el Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(Output) et get
Jumlah Ekse 1 1 1 8.000.000,00 1 8.800.000,00 1 16.800.000,00
eksempela mpla
r (BPKPS) r
2.07.01.1 Fasilitasi Jumlah Oran 263 263 11.675.000,00 263 12.842.500,00 263 14.126.750,00 263 38.644.250,00
.06.08 Kunjungan Orang g
Tamu (Induk)
Jumlah Oran 250 350 26.100.000,00 250 28.710.000,00 250 31.581.000,00 250 86.391.000,00
Orang [s}
(BLK
DLN)
Jumlah Oran 25 25 3.190.000,00 150 3.509.000,00 150 5.263.500,00 150 11.962.500,00
Orang [s}
BPKPL
Jumlah Oran 200 200 200 4.000.000,00 200 6.000.000,00 200 10.000.000,00
Orang [s}
(BPKPS)
2.07.01.1 Penyelengg Jumlah Oran 15 15 49.121.000,00 15 80.000.000,00 15 120.000.000,00 15 249.121.000,00
.06.09 araan Rapat Rapat g/
Koordinasi (Induk) tahun
dan
Konsultasi
SKPD Jumiah Oran 5 5 67.821.000,00 5 74.603.100,00 5 91.223.205,25 5 233.647.305,25
Rapat g/
(BLK tahun
DLN)
Jumlah Oran 2 2 8 30.610.871,89 2 45.916.307,84 2 76.527.179,73
Rapat o/
(BPKPL) tahun
Jumlah Oran 4 4 48.674.200,00 8 25.000.000,00 4 37.500.000,00 4 111.174.200,00
Rapat rip g/
(BPKPS) tahun
2.07.01.1 Pengadaan jumlah Unit 1 0,00 1 300.000.000,00 1 300.000.000,00 2 600.000.000,00
.07 Barang sarana
Milik dan
Daerah prasaran
Penunjang a kantor
Urusan
Pemerintah
Daerah
Pengadaan Jumlah Unit 1 - 0,00 1 300.000.000,00 1 300.000.000,00 2 600.000.000,00
Kendaraan Kendaraan
Perorangan (Induk)
Dinas atau
Kendaraan
Dinas
Jabatan
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Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Provinsi NTB

Tujuan

Sasaran
Strategis

Indikat
or

Kode

Program,
Kegiatan,
SubKegiata
n

Indikator
Kinerja
Program
(Outcome
) dan
Kegiatan/
SubKegia
tan
(Output)

Sat.

Data
Capaian
pada
tahun
awal
Perenca
naan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2019

2020

2021

2022

2023

Kondisi Kinerja pada Akhir
periode Renstra

Disnakertrans

Targ
et

Rp.

Tar
get

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

2.07.01.1
.08

Penyediaan
Jasa
Penunjang
Urusan
Pemerintah
an Daerah

jumlah
jasa
Penunjan
g Urusan
Pemerint
ahan

oran

54

62

2.164.244.765,00

62

2.302.862.715,97

62

2.539.029.041,07

62

7.006.136.522,04

2.07.01.1
.08.01

Penyediaan
Jasa Surat
Menyurat

Jumlah
Surat

Keluar
(Induk)

Surat

139

139

1.280.000,00

139

1.408.000,00

139

1.548.800,00

139

4.236.800,00

Jumlah
Surat
Keluar
(BLK
DLN)

Surat

146

146

1.600.000,00

146

1.760.000,00

146

1.936.000,00

146

5.296.000,00

Jumlah
Surat
Keluar
(BPKPL)

Surat

115

115

2.134.290,00

115

2.347.719,00

115

2.582.490,90

115

7.064.499,90

Jumlah
Surat
Keluar
(BPKPS)

Surat

96

96

1.705.000,00

96

1.875.500,00

96

2.063.050,00

96

5.643.550,00

2.07.01.1
.08.02

Penyediaan
Jasa
Komunikasi
, Sumber
Daya Air
dan Listrik

Jumlah
Rekening
(Induk)

Reke
ning

286.340.000,00

314.974.000,00

352.351.453,50

953.665.453,50

Jumlah
Rekening
(BLK
DLN)

Reke
ning

111.600.000,00

122.760.000,00

135.036.000,00

369.396.000,00

Jumlah
Rekening
(BPKPL)

Reke
ning

31.800.000,00

34.980.000,00

38.478.000,00

105.258.000,00

Jumlah
Rekening
(BPKPS)

Reke
ning

18.225.000,00

20.047.500,00

22.052.250,00

60.324.750,00

2.07.01.1
.08.04

Penyediaan
Jasa
Pelayanan
Umum
Kantor

Jumlah
Tenaga
Jasa
pelayanan
Umum
Kantor
(Induk)

Oran

32

38

881.100.000,00

38

891.403.474,47

38

980.543.821,92

38

2.753.047.296,39

Jumlah
Tenaga
Jasa
pelayanan
Umum
Kantor
(BLK

Oran

13

13

497.325.875,00

13

547.058.462,50

13

601.764.308,75

13

1.646.148.646,25
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el Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
a4 Provinsi NTB
Indikator
PK"'“?"Ja Dat_a Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
Program, rogram Sanaial periode Renstra
. 5 (Outcome pada .
Tujuan Sasaran Indikat Kode Kegiatan, ) dan sat tahun B B - Disnakertrans
Strategis or SubK:glata Kegiatan/ e
SubKegia Perenca
tan naan Rp. Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(Output)
DLN)
Jumlah Oran 6 6 180.000.000,00 6 198.000.000,00 6 217.800.000,00 6 595.800.000,00
Tenaga g
Jasa
pelayanan
Umum
Kantor
(BPKPL)
Jumlah Oran 3 5 151.134.600,00 5 166.248.060,00 5 182.872.866,00 5 500.255.526,00
Tenaga g
Jasa
pelayanan
Umum
Kantor
(BPKPS)
2.07.01.1 | Pemelihara | jumlah Unit 64 64 444.856.000,00 67 490.571.600,00 69 529.778.760,00 69 1.465.206.360,00
.09 an Barang barang
Milik milik
Daerah daerah
Penunjang yang
Urusan terpelihar
Pemerintah | a
an Daerah
2.07.01.1 | Penyediaan Jumlah Unit 11 11 76.240.000,00 12 83.864.000,00 13 92.250.400,00 13 252.354.400,00
.09.02 Jasa Kendaraan
Pemeliharaa (Induk)
B’er?]g"l’i'ﬁaraa Jumiah Unit 5 5 75.620.000,00 7 87.582.000,00 8 96.340.200,00 8 263.542.200,00
n dan Pajak Kendaraan
Kendaraan (BLK
Perorangan DLN)
Dinas atau Jumlah Unit 3 3 18.000.000,00 3 19.800.000,00 3 21.780.000,00 3 59.580.000,00
Kendaraan Kendaraan
Dinas (BPKL)
Jabatan Jumlah Unit 4 4 40.451.000,00 4 44.496.100,00 4 48.945.710,00 4 133.892.810,00
Kendaraan
(BPKPS)
2.07.01.1 | Pemeliharaa | Jumlah Gedu 1 1 36.505.000,00 1 40.155.500,00 1 44.171.050,00 1 120.831.550,00
.09.09 n/Rehabilita Gedung ng
si Gedung kantor
Kantor dan (Induk)
Bangunan
Lainnya Jumlah Gedu 1 2 98.500.000,00 1 98.500.000,00 1 98.500.000,00 1 295.500.000,00
Gedung ng
kantor
(BLK
DLN)
Jumlah Gedu 1 1 1 35.000.000,00 1 38.500.000,00 1 73.500.000,00
Gedung ng
kantor
(BPKPL)
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(ﬁ:\ | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
a=td Provinsi NTB
Indikator
PKrIongergran Ca?pa;:a\n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
. Prog_ram, (Outcome pada periode Renstra
Tujuan Sasaran Indikat Kode Kegiatan, ) dan sat tahun B T B B - Disnakertrans
Strategis or SubK:glata Kegiatan/ e
SubKegia Perenca T T
tan naan arg Rp. el Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(Output) et get
Jumlah Gedu 1 1 1 25.000.000,00 1 27.500.000,00 1 52.500.000,00
Gedung ng
kantor
(BPKPS)
2.07.01.1 | Pemeliharaa | Jumlah Unit 11 11 15.600.000,00 11 17.160.000,00 11 18.876.000,00 11 51.636.000,00
.09.10 n/Rehabilita Perlengka
si Sarana pan
dan Gedung
Prasarana Kantor
Pendukung (Induk)
Gedung Jumlah Unit 23 23 67.200.000,00 23 25.000.000,00 23 27.500.000,00 23 119.700.000,00
Kantor atau Perlengka
Bangunan pan
Lainnya Gedung
Kantor
(BLK
DLN)
Jumlah Unit 3 3 9.090.000,00 3 9.999.000,00 3 10.998.900,00 3 30.087.900,00
Perlengka
pan
Gedung
Kantor
(BPKPL)
Jumlah Unit 2 2 3.650.000,00 2 4.015.000,00 2 4.416.500,00 2 12.081.500,00
Perlengka
pan
Gedung
Kantor
(BPKPS)
2.07.02 Program Porsentas % 45 63 84.705.400,00 72 100.214.713,46 100 115.431.602,71 100 300.351.716,17
Perencanaa | e kab/
n Tenaga kota yang
Kerja menyusu
n rencana
tenaga
Kerja
2.07.02.1 | Kegiatan Jumlah doku 2 2 84.705.400,00 2 100.214.713,46 2 115.431.602,71 2 300.351.716,17
.01 Penyusuna Dokjume men
n Rencana n
Tenaga Rencana
Kerja Tenaga
(RTK) Kerja
yang di
hasilkan
2.07.02.1 | Sub. Jumlah Doku 1 1 84.705.400,00 1 75.000.000,00 1 85.000.000,00 1 244.705.400,00
.01.01 Kegiatan Dokumen men
Penyusunan PTKD
Rencana Makro
Tenaga yang di
Kerja hasilkan
Makro
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Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Provinsi NTB

Tujuan

Indikator
PKrIongergran Ca?pa;:a\n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
Program, (Outcome pada periode Renstra
Sasaran Indikat Kode Kegiatan, ) dan sat tahun B T B B - Disnakertrans
Strategis or SubK:glata Kegiatan/ e
SubKegia Perenca T T
tan naan arg Rp. el Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(Output) et get
2.07.02.1 | Sub. Jumlah Doku 1 1 0,00 1 25.214.713,46 1 30.431.602,71 1 55.646.316,17
.01.02 Kegiatan Dokumen men
Penyusunan Rencana
Rencana Tenaga
Tenaga Kerja
Kerja Mikro Makro dan
Mikro
yang di
hasilkan
Mening Persenta % 96,58 96,70 96,81 96,83 96,66
katnya se
Kesemp penyera
atan pan
Kesemp | angkata
atan n kerja
Kerja
Masyara
kat
2.07.03 Program Porsentas % 15 16 829.654.400,00 17 1.232.588.783,75 18 1.419.748.596,70 18 3.481.991.780,45
Pelatihan € pencari
Kerja dan kerja
Produktivit | yang
as Tenaga bersertifi
Kerja kat
kompeten
si
2.07.03.1 | Kegiatan Pencari Oran 230 150 236.044.700,00 300 442.686.993,63 300 518.712.741,48 750 1.197.444.435,11
.01 Pelaksanaa Kerja/ g
n Latihan Calon
Kerja Tenaga
Berdasarka | Kerja
n Klaster Yang
Kompetens mendapat
i sertifikat
kompeten
Si
2.07.03.1 | Sub Jumlah Oran 230 150 236.044.700,00 300 390.000.000,00 300 466.025.747,85 750 1.092.070.447,85
.01.01 Kegiatan Pencari g
Proses Kerja
Pelaksanaan Yang
Pendidikan Mengikuti
dan Pemagang
Pelatihan an Luar
Keterampila Negeri
n Bagi
Pencari
Kerja
Berdasarkan
Klaster
Kompetensi
[BID.
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Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

a=td Provinsi NTB
Indikator
PK"'\E"Ja Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
Program rogram Sanaial periode Renstra
. 5 ! (Outcome pada .
Tujuan Ss,tariat;ag Ing:’kat Kode SK;&lzt?;t,a ) dan sat. T P o il R AT Disnakertrans
9 u ng Kegiatan/ awal
SubKegia Perenca Tar Tar
tan naan tg Rp. t Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(Output) 8 9€
LATTAS]
Sub Jumlah Doku 2 2 2 52.686.993,63 2 52.686.993,63 6 105.373.987,26
Kegiatan Dokumen men
Koordinasi Hasil
Lintas Identifikas
Lembaga i
Dan Kebutuha
Kerjasama n
Dengan Pelatihan
Sektor dan
Swasta pemagang
Untuk an
Penyediaan
Instruktur
Serta Sarana
Dan
Prasarana
Lembaga
Pelatihan
Kerja [BID.
LATTAS]
2.07.03.1 | Kegiatan Jumlah Lem 45 20 31.454.000,00 40 58.000.000,00 40 58.000.000,00 100 147.454.000,00
.02 Pelaksanaa LPK baga
n Yang
Akreditasi Disurvei
Lembaga dan
Pelatihan dinilai
Kerja
2.07.03.1 | Sub Jumlah LPK 45 20 31.454.000,00 40 58.000.000,00 40 58.000.000,00 100 147.454.000,00
.02.01 Kegiatan LPK yang
Survei Dan di
Penilaian Akreditasi
Akreditasi
Kepada
Lembaga
Pelatihan
Kerja [BID.
LATTAS].
2.07.03.1 | Kegiatan Pencari Oran 208 96 533.154.900,00 128 700.000.000,00 160 811.134.065,10 384 2.044.288.965,10
.01 Pelaksanaa Kerja/ g
n Latihan Calon
Kerja Tenaga
Berdasarka Kerja
n Klaster Yang
Kompetens mendapat
i sertifikat
kompeten
si
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Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

a=td Provinsi NTB
Indikator
PK"'\E"Ja Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
Program rogram Sanaial periode Renstra
. 5 ! (Outcome pada .
Tujuan Ss,tariat;ag Ing:’kat Kode SK;&lzt?;t,a ) dan sat. T P o il R AT Disnakertrans
9 u ng Kegiatan/ awal
SubKegia Perenca T T
tan naan arg Rp. el Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(Output) et get
2.07.03.1 | Sub Jumlah Oran 208 96 533.154.900,00 128 700.000.000,00 160 811.134.065,10 384 2.044.288.965,10
.01.01 Kegiatan Pencari g
Proses Kerja/
Pelaksanaan Calon
Pendidikan Tenaga
Dan Kerja
Pelatihan Yang
Keterampila Mendapat
n Bagi kan
Pencari Pelatihan
Kerja Berbasis
Berdasarkan Kompeten
Klaster si
Kompetensi
[BLK]
Sub Jumlah Unit - 0,00
Kegiatan sarana dan
Pengadaan prasarana
Sarana pelatihan
Pelatihan
Kerja
Kegiatan jumlah oT 5 15 29.000.800,00 20 31.901.790,12 20 31.901.790,12 55 92.804.380,24
Pengukura peserta
n monev
Produktivit yang
as Tingkat telah
Daerah mendapat
Provinsi pekerjaan
(forma/
informal)
Sub jumlah oT 5 15 29.000.800,00 20 31.901.790,12 20 31.901.790,12 55 92.804.380,24
Kegiatan peserta
Pengukuran monev
Kompetensi yang telah
Dan mendapat
Produktivita pekerjaan
s Tenaga (forma/
Kerja informal)
[BLK]
2.07.04 Program Persentas % 37,67 44,71 991.936.430,00 51,09 1.115.004.981,37 57,48 1.284.310.532,82 57,48 3.391.251.944,19
Penempata e Pencari
n Tenaga Kerja
Kerja Terdaftar
Yang
Ditempat
kan.
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(g\ Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
a=td Provinsi NTB
Indikator
I;T'Lr‘gerg; Ca?paatia‘la\n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
. Prog_ram, (Outcome pada periode Renstra
Tujuan Sasaran Indikat Kode Kegiatan, ) dan sat tahun B T B B - Disnakertrans
Strategis or SubK:glata Kegiatan/ e
SubKegia Perenca T T
tan naan arg Rp. el Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(Output) et get
2.07.04.1 Kegiatan jumlah Oran 30 160 303.566.600,00 160 303.566.600,00 160 303.566.600,00 480 910.699.800,00
.01 Pelayanan pencari g
Antar kerja
Kerja yang
Lintas ditempat
Daerah kan
Kabupaten melalui
/Kota mekanis
me
AKAD/
AKL
2.07.04.1 | Sub Jumlah Oran 30 160 303.566.600,00 160 303.566.600,00 160 303.566.600,00 480 910.699.800,00
.01.04 Kegiatan Pencari [o}
Pembinaan Kerja
Operasional AKAD /
isasi AKL
Pelayanan Yang
Penempatan Dibina.
Tenaga
Kerja
AKAD
(Antar Kerja
Antar
Daerah Dan
AKL Antar
Kerja
Lokal)
[BID.
PENEMPA
TAN]
2.07.04.1 | Kegiatan Jumlah Oran 1.360 1.500 129.658.000,00 1.750 129.658.000,00 2.000 129.658.000,00 5.250 388.974.000,00
.03 Pengelolaa Pencari g
n Informasi Kerja
Pasar yang
Kerja ditempat
kan
melalui
job fair
2.07.04.1 | Sub Jumlah Oran 1.360 1.500 129.658.000,00 1.750 129.658.000,00 2.000 129.658.000,00 5.250 388.974.000,00
.03.03 Kegiatan Pencari g
Job Fair Kerja
/Buruh yang
Kerja [BID. ditempatk
PENEMPA an melalui
TAN] job fair
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(’,g\ | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
a=td Provinsi NTB
Indikator
;g;";?n Cal\jpa;ia‘la\n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
. Prog_ram, (Outcome pada periode Renstra
Tujuan Sasaran Indikat Kode Kegiatan, ) dan sat tahun B T B B - Disnakertrans
Strategis or SubK:glata Kegiatan/ e
SubKegia Perenca T T
tan naan arg Rp. el Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(Output) et get
2.07.04.1 | Kegiatan Jumlah Oran 26.438 23.460 551.633.200,00 23.310 649.780.381,37 29.240 794.085.932,82 76.010 1.995.499.514,19
.04 Perlindung PMI/Penc g
an PMI aker
(Pra Dan Yang
Purna Ditempat
Penempata kan,
n) Di Dilindung
Daerah i Dan
Provinsi Diberday
akan.
2.07.04.1 | Sub Jumlah Oran 2.045 1.900 131.120.000,00 1.750 206.120.000,00 1.600 281.120.000,00 5.250 618.360.000,00
.04.01 Kegiatan PMI g
Peningkatan Bermasala
Perlindunga hYang
n Dan Ditangani
Kompetensi
Calon
Pekerja
Migran
Indonesia
(PMIy/
Pekerja
Migran
Indonesia
[BID.
PENEMPA
TAN]
2.07.04.1 | Sub Jumlah Oran 24.000 21.500 305.884.100,00 21.500 329.031.281,37 27.500 398.336.832,82 70.500 1.033.252.214,19
.04.03 Kegiatan PMI Ke g
Penyediaan Luar
Layanan Negeri
Terpadu Yang
Pada Calon Dilayani
Pekerja Di LTSA
Migran
[BID.
PENEMPA
TAN]
2.07.04.1 | Sub Jumlah Oran 393 60 114.629.100,00 60 114.629.100,00 140 114.629.100,00 260 343.887.300,00
.04.04 Kegiatan Pencari [o}
Pemberdaya kerja,
an Pekerja PMI Purna
Migran Yang
Indonesia Diberdaya
Purna kan
Penempatan
[BID.
PENEMPA
TAN]
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Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Provinsi NTB

Indikator
PKrIongergran Ca?pa;;\n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
. Prog_ram, (Outcome pada periode Renstra
Tujuan Ss,tizat;ag Ing:’kat Kode SKg%lzt?:t,a ) dan sat. T P o il R AT Disnakertrans
9 u ng Kegiatan/ awal
SubKegia Perenca T T
tan naan arg Rp. el Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(Output) et get
2.07.04.1 | Kegiatan Jumlah Oran 58 65 7.078.630,00 75 32.000.000,00 95 57.000.000,00 95 96.078.630,00
.06 Penerbitan perpanja g
Perpanjang ngan
an IMTA IMTA
Yang yang
Lokasi diterbitka
Kerja n
Lebih Dari
1 (Satu)
Daerah
Kabupaten/
Kota
Dalam |
(Satu)Daer
ah Provinsi
2.07.04.1 | Sub Jumlah Oran 58 65 7.078.630,00 75 32.000.000,00 95 57.000.000,00 95 96.078.630,00
.06.01 Kegiatan perpanjan [o}
Koordinasi gan IMTA
Dan yang
Sinkronisasi diterbitkan
Perpanjanga
n IMTA
Yang
Lokasi
Kerja Lebih
Dari | (Satu)
Daerah
Kabupaten/
Kota Dalam
| (Satu)
Daerah
Provinsi
[BID.
PENEMPA
TAN]
Menuru Persenta % 13,56 15,69 18,60 22,86 22,86
nnya se
perselisi penurun
han an
Hubung angka
an perselisi
Industri han
al demi hubunga
iklim n
ketenag industri
akerjaa al
nyang
harmoni
s
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Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Provinsi NTB

Tujuan

Sasaran
Strategis

Indikator
PK"‘@"Ja Dat_a Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
Program, rogram Sanaial periode Renstra
. 5 Outcome pada .
Indikat Kegiatan, ( Disnakertrans
Kode : ) dan Sat. tahun 2019 2020 2021 2022 2023
or SubK:glata Kegiatan/ awal
SubKegia Perenca T T
tan naan arg Rp. el Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(Output) et get
2.07.05 Program persentas % 20 21 299.995.600,00 22 337.215.751,20 23 388.419.557,17 23 1.025.630.908,37
Hubungan e
Industrial perusaha
an yang
memiliki
perangka
t
hubungan
industrial
2.07.05.1 | Kegiatan Jumlah Peru 70 80 217.999.200,00 90 242.999.200,00 100 282.999.200,00 270 743.997.600,00
.02 Pencegaha Perusaha saha
n Dan an dan an
Penyelesaia Pekerja
n Yang
Perselisiha Dibina
n
Hubungan
Industrial,
Mogok
Kerja, Dan
Penutupan
Perusahaan
Yang
Berakibat
/Berdampa
k Pada
Kepentinga
nDil
(Satu)
Daerah
Provinsi
2.07.05.1 | Sub Jumlah perus 70 80 134.210.500,00 90 144.210.500,00 100 169.210.500,00 270 447.631.500,00
.02.01 Kegiatan perusahaa ahaa
Pencegahan nyang n
Perselisihan dibina
Hubungan
Industrial,
Mogok
Kerja Dan
Penutupan
Perusahaan
Yang
Berakibat/B
erdampak
Pada
Kepentinga
n Di | (Satu)
Daerah
Provinsi
[BID. HI]
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Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Provinsi NTB

Tujuan

Sasaran
Strategis

Indikator
. PKrIongergran Ca?pa;izm Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi K_inerja pada Akhir
. rogram, o flar s periode Renstra
Indikat Kegiatan, ( Disnakertrans
Kode : ) dan Sat. | tahun 2019 2020 2021 2022 2023
or SubK:glata Kegiatan/ awal
SubKegia Perenca T T
tan naan arg Rp. el Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(Output) et get
2.07.05.1 | Sub Jumlah Lem 11 11 83.788.700,00 11 98.788.700,00 11 113.788.700,00 11 296.366.100,00
.02.04 Kegiatan Lembaga baga
Pelaksanaan Ketenagak
Operasional erjaan
Lembaga Yang
Kerjasama Diberdaya
Tripartit kan
Daerah Melalui
Provinsi Perjanjian
[BID. HI] Kerjasama
Tripartit
2.07.05.1 Kegiatan Jumlah Dok 11 11 81.996.400,00 11 94.216.551,20 11 105.420.357,17 11 281.633.308,37
.03 Penetapan UMP / ume
Upah UMK n
Minimum Yang
Provinsi Disahkan.
(UMP),
Upah
Minimum
Sektoral
Provinsi
(UMSP),
Upah
Minimum
Kabupaten
/Kota
(UMK)
Dan Upah
Minimum
Sektoral
Kabupaten
/Kota
(UMSK)
2.07.05.1 | Sub Jumlah Doku 11 11 81.996.400,00 11 94.216.551,20 11 105.420.357,17 11 281.633.308,37
.03.01 Kegiatan jenis men
Penetapan dokumen
Upah upah
Minimum minimum
Provinsi yang
(UMP) Dan ditetapkan
UMK [BID.
HI]
2.07.06 Program porsentas % 10 13 1.013.941.600,00 18 1.139.740.310,58 23 1.312.801.745,31 23 3.466.483.655,89
Pengawasa e
n perusaha
Ketenagake | anyg
rjaan menerapk
an Norma
Ketenaga
kerjaan
& K3
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(;,g\ | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
a4 Provinsi NTB
Indikator
;g;";?n Ca?pa;:a\n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
. Prog_ram, (Outcome pada periode Renstra
Tujuan Sasaran Indikat Kode Kegiatan, ) dan sat tahun B B - Disnakertrans
Strategis or SubK:glata Kegiatan/ e
SubKegia Perenca
tan naan Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(Output)
2.07.06.1 | Kegiatan Jumlah Peru 625 1005 1.013.941.600,00 1055 1.139.740.310,58 1.115 1.312.801.745,31 3.175 3.466.483.655,89
.01 Penyelengg Perusaha saha
araan an an
Pengawasa perusaha
n an yang
Ketenagake | menerapk
rjaan an norma
ketenaga
kerjaan
dan K3
2.07.06.1 | Sub Jumlah Perus 50 60 78.858.000,00 75 88.641.832,44 90 102.101.462,29 225 269.601.294,73
.01.01 Kegiatan Perusahaa ahaa
Pengawasan n Yang n
Pelaksanaan Dibina
Norma Pelaksana
Kerja Di an Norma
Perusahaan Ketenagak
[BID. erjaan Di
WAS] Tempat
Kerjanya
2.07.06.1 | Sub Jumlah Perus 80 80 68.124.400,00 85 76.576.525,53 95 88.204.124,59 260 232.905.050,12
.01.01 Kegiatan Perusahaa ahaa
Pengawasan n Yang n
Pelaksanaan diperiksa
Norma Pelaksana
Kerja Di an Norma
Perusahaan Ketenagak
[BPKPS] erjaan Di
Tempat
Kerjanya
Di Pulau
Sumbawa
2.07.06.1 | Sub Jumlah Perus 100 100 93.861.500,00 105 105.506.801,54 110 121.527.256,62 315 320.895.558,16
.01.01 Kegiatan Perusahaa ahaa
Pengawasan n Yang n
Pelaksanaan Diperiksa
Norma Pelaksana
Kerja Di an Norma
Perusahaan Kerjanya
[BPKPL] Di Pulau
Lombok
2.07.06.1 | Sub Jumlah Perus 50 55 93.492.700,00 65 105.092.244,89 75 121.049.752,50 195 319.634.697,39
.01.02 Kegiatan Perusahaa ahaa
Penegakan nYang n
Hukum Dibina
Ketenagaker | Pelaksana
jaan Di an Norma
Perusahaan Ketenagak
[BID. erjaan Di
WAS] Tempat
Kerjanya
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(,,c\ | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
a=td Provinsi NTB
Indikator
PK"'W—"’Ja Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
Program, rogram Sanaial periode Renstra
. 5 (Outcome pada .
Tujuan Sasaran Indikat Kode Kegiatan, ) dan sat tahun B T B B - Disnakertrans
Strategis or SubK:glata Kegiatan/ e
SubKegia Perenca T T
tan naan arg Rp. el Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(Output) et get
2.07.06.1 | Sub Jumlah Perus 20 25 64.158.600,00 30 72.118.692,72 35 83.069.401,69 90 219.346.694,41
.01.02 Kegiatan Perusahaa ahaa
Penegakan n Yang n
Hukum diperiksa
Ketenagaker | Pelaksana
jaan Di an Norma
Perusahaan Ketenagak
[BPKPS] erjaan Di
Tempat
Kerjanya
Di Pulau
Sumbawa
2.07.06.1 | Sub Jumlah Perus 75 80 102.648.000,00 85 115.383.433,72 90 132.903.584,93 255 350.935.018,65
.01.03 Kegiatan Perusahaa ahaa
Pelayanan nYang n
Keselamata Dibina
n Dan Pelaksana
Kesehatan an Norma
Kerja Di K3-nya
Perusahaan
[BID.
WAS]
2.07.06.1 | Sub Jumlah Perus 100 105 67.717.000,00 110 76.118.579,82 120 87.676.643,10 335 231.512.222,92
.01.03 Kegiatan Perusahaa ahaa
Pelayanan n dan n
Keselamata tenaga
n Dan kerja
Kesehatan Yang
Kerja Di diperiksa
Perusahaan Keselamat
[BPKPS] an Dan
Kesehatan
Kerjanya
Di Pulau
Sumbawa
2.07.06.1 | Sub Jumlah Oran 150 500 445.081.400,00 500 500.302.199,92 500 576.269.519,59 1500 1.521.653.119,51
.01.03 Kegiatan Perusahaa [s}
Pelayanan n dan
Keselamata tenaga
n Dan kerja
Kesehatan Yang
Kerja Di diperiksa
Perusahaan Keselamat
[BPKPL] an Dan
Kesehatan
Kerjanya
Di Pulau
Lombok

Revisi Renstra Tahun 2019-2023

102




Provinsi NTB

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Tujuan

Terwuj
udnya
pengelol
aan
Kawasa
n
transmi
grasi
yang
optimal

Sasaran
Strategis

Mening
katnya
pemban
gunan
dan
kemandi
rian
masyara
kat
transmi
grasi

Indikator
PK"‘G"Ja Dat_a Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
Program, rogram Sanaial periode Renstra
. 5 Outcome pada .
Indikat Kegiatan, ( Disnakertrans
Kode : ) dan Sat. | tahun 2019 2020 2021 2022 2023
or SubK:glata Kegiatan/ awal
SubKegia Perenca T T
tan naan arg Rp. el Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(Output) et get
Cakupa % 75 75 75 75 75
n
pengelol
aan
Kawasa
n
transmi
grasi
(Satuan
Kawasa
n
Permuki
man)
% 93,75 93,75 93,75 100,00 100,00
Persenta
se
kemandi
rian
masyara
kat
3.32.02 Program persentas % 100 100 92.502.900,00 100 103.979.641,41 100 103.979.641,41 100 300.462.182,82
Perencanaa | e
n Kawasan Kawasan
Transmigr Baru
asi Transmig
rasi
3.32.02.1 Kegiatan Jumlah Dok 1 1 92.502.900,00 1 103.979.641,41 1 103.979.641,41 1 300.462.182,82
.01 Pencadang Dokumen ume
an Tanah NKSAD. n
Untuk
Kawasan
Transmigr
asi
3.32.02.1 | Sub Jumlah Doku 1 1 92.502.900,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 192.502.900,00
.01.02 Kegiatan Dokumen men
Advokasi NKSAD.
Dan
Musyawara
h Penetapan
Kawasan
[BID.
TRANS]
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(g\ Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
a4 Provinsi NTB
Indikator
I;T'Lr‘gerg; Ca?paatia‘la\n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
. Prog_ram, (Outcome pada periode Renstra
Tujuan Sasaran Indikat Kode Kegiatan, ) dan sat tahun B T B B - Disnakertrans
Strategis or SubK:glata Kegiatan/ e
SubKegia Perenca T T
tan naan arg Rp. el Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(Output) et get
Penyediaan Jumlah Doku 1 1 0,00 1 53.979.641,41 1 53.979.641,41 1 107.959.282,82
Tanah untuk | Dokumen men
Pembangun penyiapan
an Kawasan tanah
Transmigras untuk
i kawasan
transmigra
Si
PROGRA porsentas % 100 100 0,00 100 60.000.000,00 100 94.134.760,08 100 154.134.760,08
M e
PEMBAN kawasan
GUNAN transmigr
KAWASA asi yang
N dibangun
TRANSMI
GRASI
Kegiatan Jumlah KK 20 0 0,00 20 60.000.000,00 20 94.134.760,08 60 154.134.760,08
Penataan transmigr
Persebaran | anyang
Penduduk ditempat
yang kan
Berasal dalam 1
dari Lintas provinsi
Daerah
Kabupaten/
Kota dalam
1
(Satu)
Daerah
Provinsi
Pemindahan | Jumlah KK 20 20 0,00 20 60.000.000,00 20 94.134.760,08 60 154.134.760,08
dan transmigra
Penempatan nyang
Transmigra ditempatk
n yang an dalam
Berasal dari 1 provinsi
Lintas
Daerah
Kabupaten/
Kota dalam
Provinsi
3.32.04 Program Cakupan % 75 75 107.487.660,00 75 60.823.545,45 75 60.823.545,45 75 229.134.750,90
Pengemban kawasan
gan transmigr
Kawasan asi yang
Transmigr dikemban
asi gkan
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Indikator
PKrIongergran Ca?pa;ia‘la\n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
. Prog_ram, (Outcome pada periode Renstra
Tujuan Sasaran Indikat Kode Kegiatan, ) dan sat tahun B T B B - Disnakertrans
Strategis or SubK:glata Kegiatan/ e
SubKegia Perenca T T
tan naan arg Rp. el Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(Output) et get
3.32.04.1 Kegiatan Jumlah orang 60 20 107.487.660,00 20 60.823.545,45 20 60.823.545,45 60 229.134.750,90
.01 Pengemban peserta
gan Satuan Bimtek
Permukima
n Pada
Tahap
Pemantapa
n
3.32.04.1 | Sub Jumlah Oran 60 20 107.487.660,00 20 60.823.545,45 20 60.823.545,45 60 229.134.750,90
.01.02 Kegiatan peserta g
Penguatan Bimtek
SDM dalam
rangka
Pemantapan
satuan
pemukiman.
[BID.
TRANS]
23.435.414.173,00 26.343.022.348,01 30.343.022.348,01 80.121.458.869,02
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6.3. Program dan Kegiatan Unggulan
Dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi NTB 2019-2023 terutama misi ke-5
NTB Sejahtera dan Mandiri, Disnakertrans Provinsi NTB melaksanakan program unggulan
Revitalisasi BLK
Latar belakang lahirnya program unggulan revitalisasi BLK ini yaitu masih tingginya
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pada tahun 2019 kondisi Balai Latihan Kerja NTB
yatu jumlah pencari kerja yang bersertifikasi kompetensi hanya sebanyak 76 persen dari
total peserta pelatihan sebanyak 1.408 peserta dan kondisi workshop pelatihan baru sebesar
60 persen dari kondisi ideal.
Program ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka pengangguran
di NTB. Sasaran program-ini adalah meningkatkan daya saing calon tenaga kerja melalui
pelatihan tenaga kerja berdasarkan klaster kompetensi serta Peningkatan kuantitas dan
kualitas peralatan workshop pelatihan.
Pada tahun 2020, hal yang telah dilakukan dalam rangka pencapain program unggulan
yaitu terlatihnya 592 orang pencari kerja dan yang terserap di industri sebanyak 427 orang.
Dalam rangka meningkatkan kondisi workshop pelatihan telah dilakaksanakan pengadaan

sarana dan prasarana pelatihan sebanyak 94 jenis peralatan.
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Tabel 6.3
Rencana Program dan Kegiatan Program Unggulan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021-2023 ( Sesuai Permendagri 90)

Misi 5 : Revitaslis | 1. Mening | Program
NTB asi BLK | pertumb | katnya Penunjang
SEJAHT | (Lokomot | uhan Kesemp | Urusan
ERA if) ekonom | atan Pemerintah
DAN i (tanpa | Kesemp | Daerah
MANDI pertamb | atan
RI angan Kerja
bijih Masyar
logam: | akat
5 %)
2.
Tingkat
Pengang
guran
Terbuka
(3,26
%)
Kegiatan
Administra
si Umum
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Sub. Penga Jumlah 371.145.000 150.000.000 285.000.000 806.145.000 | Disnaker
Kegiatan daan perlatan jenis trans Dalam
Penyediaan | peralat dan Prov. dan
Peralatan an perlengkap NTB Luar
dan pelatih | an pelatihan Negeri
Perlengkap | an
an Kantor pada
worksh
op
Revitaslis | 1. Mening | Program
asi BLK | pertumb | katnya Pelatihan
untuk uhan Kesemp | Kerja dan
tenaga ekonom | atan Produktivit
kerja i (tanpa | Kesemp | as Tenaga
terlatih pertamb | atan Kerja
(Lokomot | angan Kerja
if) bijih Masyar
logam: | akat
5 %)
2.
Tingkat
Pengang
guran
Terbuka
(3,26
%)
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Kegiatan
Pelaksanaa
n Latihan
Kerja
Berdasarka
n Klaster

Kompetens
i

Sub
Kegiatan
Proses
Pelaksanaa
n
Pendidikan
Dan
Pelatihan
Keterampil
an Bagi
Pencari
Kerja
Berdasarka
n Klaster
Kompetens
i (Major
project)

Pealtih
an
berbasi
s
kompet
ensi
bagi
pencari
kerja

Jumlah
Pencari
Kerja/
Calon
Tenaga
Kerja Yang
Mendapatk
an
Pelatihan
Berbasis
Kompetensi

208
orang

96

533.154.900

128

700.000.000

160

811.134.065

384

2.044.288.9
65

Disnaker
trans
Prov.
NTB

BLK
Dalam
dan
Luar
Negeri

Program
Pelatihan
Kerja dan
Produktivit
as Tenaga
Kerja

Revisi Renstra Tahun 2019-2023

109



Provinsi NTB

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Kegiatan
Pelaksanaa
n Latihan
Kerja
Berdasarka
n Klaster

Kompetens
i

Sub
Kegiatan
Koordinasi
Lintas
Lembaga
Dan
Kerjasama
Dengan
Sektor
Swasta
Untuk
Penyediaan
Instruktur
Serta
Sarana Dan
Prasarana
Lembaga
Pelatihan
Kerja

Perenn
aan
kebutu
han
pelatih
an dan
pemag
angan

Jumlah
Dokumen

dokum
en

52.686.994

52.686.994

105.373.987

210.747.975

Disnaker
trans
Prov.
NTB

Provin
si NTB
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat
2019-2023 untuk urusan ketenagakerjaan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan
urusan ketransmigrasian adalah Cakupan Penempatan Transmigran. Mengacu pada RPJMD
Pemerintan Provinsi NTB 2019 - 2023,
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2019-2023

indikator kinerja penyelenggaraan urusan

Indikator | Sat | Kondisi 2019 2020 2021 | 2022 | 2023 | Kondisi
Awal | Target | Realisasi | Target | Realisasi Akhir
RPJIMD RPJIJMD
2018 2023
Tingkat % 3,72 3,39 3,42 3,35 4,22 3,30 | 3,19 | 3,17 3,17
Pengangguran
Terbuka
Cakupan % 75 80 80 85 *) 90 95 | 100 100
Penempatan
Transmigran

Ket:
*) Tingkat Pengangguran Terbuka kondisi Agustus 2020 (sumber : BPS Prov. NTB)

*) Cakupan Penempatan Transmigran di tahun 2020, tidak dilakukan penempatan transmigran

akibat pandemi covid-19
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BAB VIII
PENUTUP

Revisi rencana strategis Disnakertrans NTB ini merupakan tindak lanjut dari perubahan
RPJMD Provinsi NTB. Hal tersebut mutlak dilakukan guna menghadapi tantangan dan
permasalahan yang berkembanag saat ini seperti terjadinya Pandemi Covid 19. Disamping juga
untuk menyesuaikan rencana strategis SKPD dengan regulasi yang terbaru.

Tujuan utama dari Renstra Disnakertrans Prov. NTB adalah Tercapainya Penurunan
Tingkat Pengangguran Terbuka dengan sasaran meningkatnya kesempatan kerja dan
kondusivitas iklim ketenagakerjaan. Hal ini diharapkan dapat menjawab tantangan dan isu-isu
strategis dalam 5 (lima) tahun kedepan. Beberapa isu-isu stratgeis yang menjadi tantngan
Disnakertrans Prov. NTB kedepan antara lain: Masih tingginya pengangguran terbuka, jumlah
PHK yang meningkat, persaingan tenaga kerja lokal dengan luar daerah dan luar negeri yang
semakin meningkat, kapasitas BLK/LLK yang masih rendah, peran perangkat HI yang masih
minim, dan penempatan transmigran yang masih belum optimal.

Kinerja Disnakertrans Prov. NTB yang terkait dengan kinerja kepala daerah dalam
RPJMD ada dua yaitu tingkat pengangguran terbuka dan cakupan penempatan transmigrasi. Jika
melihat indikator kinerja, Disnakertrans bisa dikatakan berhasil dalam mencapai target.
Walaupun begitu, tantangan kedepan jauh lebih berat karena akibat dari pandemi Covid-19 yang
berakibat fatal di semua sektor.

Demikian Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2019-2023 ini disusun untuk dijadikan pedoman bersama bagi seluruh
aparat pada semua unit organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara
Barat, dan lembaga terkait dalam pelaksanaan, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan
ketenagakerjaan dan atau ketransmigrasian, guna pencapaian sasaran yang lebih efisien, efektif

dan berkualitas.
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